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ABSTRAK 

Permatasari, Rohaliya Dewi 2024. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Penyelesaian Perselisihan Pada Kelompok Tani Sido Maju Di Desa Sidorejo 

Kabupaten Madiun. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Nugroho Noto 

Diharjo, M.E,. 

Kata Kunci/Keywords: Wanprestasi (ingkar janji), Perdamaian (ṣulḥ) 

Penelitian ini dilatar belakangi adanya sengketa perselisihan pada 

Kelompok Tani Sido Maju yang dimana seharusnya perjanjian bagi hasil yang 

jujur dan amanah adalah dengan melalui kesepakatan bersama. Seperti halnya 

pada Kelompok Tani Sido Maju Madiun dalam pembagian hasil dilakukan secara 

terbuka dan transparan sesuai perjanjian kesepakatan bersama. Akan tetapi 

faktanya yang terjadi telah adanya ingkar janji oleh salah satu pihak. Adapun 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perselisihan para pihak 

untuk tercapainya jalan keluar dalam permasalahan tersebut. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi 

syariah terhadap sebab-sebab terjadinya perselisihan pada kelompok tani Sido 

Maju di Desa Sidorejo Kabupaten Madiun dan tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap penyelesaian perselisihan pada kelompok tani sido maju di Desa 

Sidorejo Kabupaten Madiun? 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan yang 

menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis yang digunakan menggunakan 

tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) sebab-sebab terjadinya 

pe erse elisihan antara peengurus dan anggo eta kelompok tani Sido Maju adalah adanya 

wanprestasi (ingkar janji), dimana pihak dalam pelaksanaan bagi hasil tidak di 

laksanakan secara terbuka, penyerahan bagi hasil  kepada anggota hanya sebagian 

dari keuntungan yang seharusnya didapat dan kurangnya kejelasan terkait rekapan 

bagi hasil kas saham. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Islam 

terjadinya wanprestasi (ingkar janji) dikarenakan, adanya unsur kelalaian atau 

kesengajaan oleh pihak pengurus sehingga mengakibatkan kerugian terhadap 

pihak anggota kelompok tani sido maju. 2) untuk itu dilakukan tindakan 

pe enye ele esaian seengke eta peerse elisihan bagi hasil antara pengurus dan anggota 

Ke eloempoek Tani Sido e Maju dengan me enggunakan me etoedee pe erdamaian (ṣulḥ) dan 

dilakukan rekonsiliasi kepengurusan kelompok tani Sido Maju. Sehingga terkait 

penyelesaian sengketa dalam perselisihan ini sudah sesuai dengan hukum Islam.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah    

Dalam meendukung ke emajuan seektoer peertanian peemeerintah 

meemutuskan untuk meembangun pe erusahaan (BUMN) Badan Usaha Milik 

Ne egara yang be ertugas untuk me emproeduksi dan me emasarkan pupuk. Untuk 

meembantu meeningkatkan proeduktivitas peetani dalam meemeenuhi keebutuhan 

pangan masyarakat Indoene esia se erta meengantisipasi keelangkaan pupuk dan 

meenjaga ke ese ejahteeraan peetani, Me enteeri Pe erindustrian dan Peerdagangan 

meengambil ke ebijakan deengan me engadakan dan meendistribusikan pupuk 

be ersubsidi. Pupuk yang dite etapkan seebagai pupuk be ersubsidi adalah pupuk 

Ure ea, SP- , ZA, NPK, dan Oerganik.  

Ke ebijakan teerse ebut diatur dalam peeraturan meenteeri peerdagangan R.I 

Noemoer 15/M-DAG/PE eR/4/2013, te entang pe engadaan dan pe enyaluran pupuk 

be ersusidi untuk seektoer peertanian. Dan Ke eme entrian Peertanian yang 

meengatur ke ebutuhan dan harga e ece eran teertinggi (HE eT) pupuk be ersubsidi 

untuk seektoer pe ertanian. Deengan adanya keebijakan teerse ebut diharapkan 

dapat meembantu peetani dalam meempeeroeleeh pupuk de engan harga yang 

teerjangkau.
1
 

Ke eloempoek tani adalah kumpulan anggoeta yang me encakup warga 

de esa yang me empunyai lahan pe ertanian, yang dibe entuk untuk ke ese ejahteeraan 

dalam peeningkatan peertanian juga meenjalin keeakraban deemi tujuan yang 

                                                             
1
 Peraturan Mentri Perdagangan R.I Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013. 
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sama. Tujuan dari di beentuknya ke eloempoek tani adalah untuk 

pe embeerdayaan para peetani agar usaha tani yang dilakukan oeleeh para peetani 

se emakin beerke embang, dan meencapai keese ejahteeraan seeluruh anggoetanya 

se ecara meerata. Peembaruan teeknoeloegi atau inoevasi baru, hal teerse ebut peerlu 

dilakukan oeleeh keeloempoek tani agar hasil pe erheektar lahan sawah meeningkat. 

Namun sangat disayangkan masyarakatnya kurang bisa me emanfaatkan 

se eluruh poete ensi yang ada. Ada banyak hal yang me enjadi peermasalahan dan 

sampai saat ini beelum teeratas, Seepe erti pada praktik keeloempoek tani di Deesa 

Sidoere ejoe Kabupateen Madiun yang be eranggoetakan 40 oerang.   

Pada hakikatnya pane en padi itu 1 tahun 3x artinya 4 bulan se ekali 

paneen. Dalam peerawatan padi itu meembutuhkan pupuk seecara beerkala 

untuk bisa meenghasilkan paneenan yang baik. Pe emeerintah juga sudah 

meembe erikan pupuk beersubsidi bagi masyarakat deesa agar bisa 

meeringankan rakyatnya. Dalam proese es pe enyaluran pupuk beersubsidi itu 

meelalui 3 tahapan, yang pe ertama dari industri pupuk, yang ke edua ke e 

distributoer/pe enge ece er, yang ke etiga baru ke e ke eloempoek tani seetiap daeerah. 

Dalam peenyaluran itu sudah dibagi sama rata dan harga juga sudah 

se esuai keete entuan, seepe erti harga pabrik pe er karung Rp.100.000 di 

pe enge ece eran/distributoer jadi Rp.110.000 peer karung se eteelah itu dibeerikan di 

be ebeerapa keeloempoek tani. Seete elah pupuk sampai di keeloempoek tani maka 

harga dijual di anggoetanya se esuai ke ese epakatan beersama se epeerti di De esa 

Sidoere ejoe Ke ecamatan Ke eboensari ini dijual de engan ke ese epakatan seeharga pe er 

karungnya Rp.140.000 . Gunanya dinaikkan dari harga eeceeran, kareena 
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sisanya agar bisa dimasukkan di kas ke eloempoek tani. Jadi Rp. 30.000 

masuk kas Rp. 110.000 harga teetap untuk anggoeta. Adanya kas ini untuk 

kepentingan beersama seperti, untuk perbaikan kios, untuk  pertemuan di 

kecamatan, pertemuan gapoktan, pertemuan pengurus dan seluruh 

anggota.
2
 

Pada praktiknya, ke eloempoek tani sido maju selain adanya kas 

kelompok juga diadakan kas saham sejak tahun 2016. Kas saham gunanya 

untuk pengadan pupuk bersubsidi setelah itu pupuk di perjual belikan 

kepada seluruh anggota kelompok tani, selain itu kegunaannya adalah 

untuk keuntungan anggota pribadi. Per-saham itu harganya Rp.100.000 

dan setiap anggota itu jumlah sahamnya berbeda tergantung keinginan 

setiap individu. Untuk itu dilakukan sistem bagi hasil terkait kas saham 

tersebut, jadi saat pembagian hasil kas saham dilakukan pada saat 

pertemuan 1 tahun sekali. Dengan dilakukan rekapan pembukuan kas 

saham secara terbuka dan terperinci secara jelas. Setelah itu diserahkan 

kepada setiap anggota sesuai porsi masing-masing dengan penjumlahan 

bagi hasil yang jelas dan terperinci.
3
  

Taapi, prakteek di lapangan ada pihak masyarakat di luar anggota 

kelompok tani sido maju yang secara diam-diam meminjam uang kas 

kepada pihak pengurus kelompok tani, untuk itu kita sebagai pengurus 

yang memegang administrasi keuangan kelompok tani sido maju dimintai 

                                                             
2 Suprapto, Hasil Wawancara, Madiun, 27 Januari 2024. 
3 Suprapto, Hasil Wawancara, Madiun, 27 Januari 2024. 
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bantuan oleh masyarakat sebisanya memberikannya. Permasalahannya ada 

di orang yang dipinjami tidak segera mengembalikan sesuai tenggat waktu 

yang sudah disepakati. Sehingga menyebabkan kita sebagai pengurus 

belum bisa memberikan bagi hasil pada saat pertemuan anggota mengenai 

pembukuan kas kelompok tani yang diadakan setiap 1 tahun sekali.  

Pada saat pertemuan kelompok tani sido maju pihak pengurus 

dalam memberikan bagi hasil masih sebagian dari hasil keseluruhan kas 

saham sehingga pihak anggota hanya mendapatkan setengah dari bagi 

hasil yang seharusnya didapatkan. Padahal dalam tahun-tahun sebelumnya 

(sejak mulai adanya kas saham) pihak pengurus selalu transparan dan 

terbuka mengenai penyerahan bagi hasil kas saham tersebut.  Mulai 

adanya perubahan pada tahun 2020 pihak pengurus dalam melakukan 

rekapan bagi hasil kurang jelas dan kurang terbuka pada seluruh anggota 

kelompok tani pada saat pertemuan bagi hasil kas saham. Seharusnya 

pihak anggota juga mempunyai hak terkait administrasi bagi hasil kas 

saham tersebut, karena kas saham adalah milik bersama. 

Secara hukum ekonomi syariah terkait permasalahan diatas 

memicu adanya Wanprestasi (ingkar janji) yang artinya tidak menepati 

janji.  Dimana terdapat kelalaian/kesengajaan dalam bagi hasil yang 

dilaksanakan dengan melakukan perubahan jumlah tanpa memberitahukan 

kepada anggota kelompok tani dan mengakibatkan para anggota merasa 

dirugikan. 
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Oele eh kareena itu, dari pe emaparan masalah di atas pe erlu adanya 

pe enye ele esaian seengke eta se ecara syariah antara peengurus dan anggoeta 

ke eloempoek tani. Koense ep pe enye ele esaian se engke eta dalam koente eks hukum 

e ekoenoemi syariah me emiliki beebeerapa cara pe enye ele esaian seengke eta.  

Pe enye ele esaian seengke eta eekoenoemi syariah teerdiri dari jalur litigasi 

(pe engadilan) seerta noen litigasi (tanpa peeradilan). Peenye ele esaian seengke eta 

de engan litigasi dijalankan oeleeh pe engadilan agama. Seedangkan dari noen 

litigasi deengan arbitrasee (taḥkim) dan jalan damai (ṣulḥ).
4
  

Upaya pe enye ele esaian seengke eta teerse ebut masih meemiliki ceelah dalam 

pe enye ele esaian seengke eta eekoenoemi pada peenge eloelaan keeuangan. Ke eloempoek 

tani meemilih cara koeoepeeratif dalam meenye ele esaikan se engke eta de engan 

meelakukan neegoeisasi ke epada pe enge eloela atas re ekapan uang kas se elama 1 

tahun, jika masih tidak ada hasil bisa digunakan tahapan peenye ele esaian 

se elanjutnya, meelalui musyawarah be ersama dan teerbuka atau bahkan bisa 

juga dilakukan peembeentukan ulang pe engurus ke eloempoek tani.
5
 

Be erangkat dari peermasalahan yang di atas meenge enai pe enge eloelaan 

ke euangan hasil jual beeli pupuk be ersubsidi pada keeloempoek tani di De esa 

Sidoere ejoe Ke ecamatan Ke eboensari Kabupate en Madiun, peenulis meelakukan 

pe eneelitian leebih lanjut lagi teerhadap keerjasama lahan peertanian. Meelalui 

skripsi yang be erjudul : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

                                                             
4
 Marhamah Saleh, Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Indonesia, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014). 3-4. 
5

 Mulyaningsih Jamhur dan Rukky Trihantana, “Penyelesaian Sengketa Pengikatan 

Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah”, Jurnal Nisbah, Vol. 3, No. 1 Tahun 

2017, (315-325). 
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Penyelesaian Perselisihan Pada Kelompok Tani Sido Maju Di Desa 

Sidorejo Kabupaten Madiun.” 

B. Rumusan Masalah 

Be erdasarkan latar beelakang masalah peene elitian di atas, maka di 

dapatkan rumusan masalah  seebagai beerikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sebab teerjadinya 

pe erse elisihan pada keeloempoek tani sido maju di Desa Sidorejo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah teerhadap peenye ele esaian 

pe erse elisihan keeloempoek tani sido maju di Desa Sidorejo? 

C. Tujuan Penelitian 

        Be erdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan peene elitian ini 

adalah seebagai beerikut: 

1. Untuk meenge etahui sebab teerjadinya pe erse elisihan pada keeloempoek tani 

sido maju di Desa Sidorejo Kabupateen Madiun. 

2. Untuk me enge etahui peenye ele esaian pe erse elisihan ke eloempoek tani sido maju 

di Desa Sidorejo Kabupateen Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari pe eneelitian ini diharapkan dapat be ermanfaat untuk: 

1. Se ecara teeoeritis, peeneelitian ini diharapkan dapat meenambah reefeere ensi 

pe emahaman dan peenge embangan te erutama yang be erkaitan deengan 

sebab-sebab terjadinya perselisihan keeloempoek tani seerta peenye ele esaian 

se engke eta e ekoenoemi antara peengurus dan anggoeta ke eloempoek tani dan 
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meembe erikan peenge etahuan teerhadap mahasiswa Hukum E ekoenoemi 

Syariah (HE eS). 

2. Se ecara praktis, peenulis be erharap peene elitian ini dapat meembe erikan 

koentribusi peemikiran seebagai bahan kajian bagi pe ene elitian-pe eneelitian 

se elanjutnya yang re ele efan deengan te ema pe ene elitian ini, khususnya 

teentang hal sebab-sebab terjadinya perselisihan kelompok tani dan 

pe enye ele esaian seengke eta e ekoenoemi antara peengurus dan anggoeta 

ke eloempoek tani. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam peenyusunan se ebuah skripsi dipe erlukan teelaah pustaka untuk 

dijadikan peenyusun se ebagai re efeere ensi dalam peenulisan dan teentunya supaya 

pe ermasalahan yang akan dibahas nantinya tidak be erbeenturan de engan 

pe ermasalahan yang sudah pe ernah dibahas se ebeelumnya. Disini peenulis 

meene emukan beebe erapa skripsi yang me embahas meenge enai ke erjasama 

pe enge eloelaan lahan peertanian, skripsi teerse ebut antara lain: 

Peertama, karya ilmiah theesis yang ditulis oele eh Doemi Cahyoe Damai, 

(2019). “Moedal Inteeleektual Seebagai Alteernatif Peenye eleesaian Se engkeeta 

E ekoenoemi Pada Peerbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri Poenoeroegoe.” 

Be erdasarkan hasil peengumpulan dan analisis data, peeneelitian ini 

meendapatkan tiga teemuan antara lain. Pe ertama, moedal manusia mampu 

meenjadi alteernatif peenye ele esaian seengke eta eekoenoemi pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Poenoeroegoe. Hal te erse ebut teerjadi kareena moedal manusia atau 

karyawan yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP Poenoeroego e 
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meembe erikan seegala pe emikiran seerta beerupaya me enye ele esaikan seengke eta 

de engan nasabah se ebaik mungkin. Ke edua, moedal struktural mampu meenjadi 

alteernatif peenye ele esaian seengke eta eekoenoemi pada Bank Syariah Mandiri KCP 

Poenoeroegoe. Hal te erse ebut teerjadi kareena Bank Syariah Mandiri KCP 

Poenoeroegoe me emiliki keebijakan maintainancee peembiayaan. Ke egiatan 

teerse ebut be ertujuan untuk meempeerbaiki seengke eta e ekoenoemi yang te elah teerjadi 

kareena pihak bank beerse edia datang untuk meenangani masalah seebe enarnya 

yang dialami oele eh nasabah. Ke etiga, moedal re elasioenal juga mampu meenjadi 

alteernatif peenye ele esaian seengke eta eekoenoemi pada Bank Syariah Mandiri KCP 

Poenoeroegoe. Hal te erse ebut teerjadi kareena Bank Syariah Mandiri KCP 

Poenoeroegoe me elakukan peenjualan agunan ke epada reelasi bank. Reelasi bank 

meerupakan oerang te erde ekat bank antara lain pe egawai se endiri, nasabah lain 

bank, maupun reekanan bank yang lain yang dapat meenjadi sarana 

pe enye ele esaian seengke eta e ekoenoemi kareena meere eka beerse edia meembeeli agunan 

se esuai harga pasar tanpa meerugikan nasabah apabila dijual dalam proese es 

leelang.
6
 

Ke edua, karya ilmiah skripsi yang ditulis oele eh Hanif Fakhruddin, 

(2022). “Pe enyeeleesaian Se engkeeta Pe erjanjian Tidak Teertulis Pada Bagi 

Hasil Peenggarapan Sawah.” Hasil dari peene elitian ini meenunjukkan, 

be erdasarkan Hukum Poesitif peenye ele esaian peerjanjian tidak teertulis dalam 

pe enggarapan sawah dilakukan deengan ke eke eluargaan atau deengan jalur noen 

                                                             
6
 Domi Cahyo Damai, “Modal Intelektual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri Ponorogo”, Thesis (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2019). 
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litigasi atau di luar peengadilan. Dalam koenteeks hukum poesitif pe enye ele esaian 

pe erjanjian tidak teertulis masuk dalam se engke eta, alteernatif peenye eleesaian 

se engke eta di luar peengadilan deengan cara ne egoesiasi, me ediasi, koensiliasi dan 

arbritasee. Se elanjutnya me enurut Koempilasi Hukum E ekoenoemi Syariah 

(KHE eS), pe enye ele esaian dilakukan deengan musyawarah atau beerdamai sulh 

(damai) antara keedua beelah pihak yang meelakukan peerjanjian teerse ebut. 

De engan musyawarah dikeenal deengan pe enye ele esaian seecara damai, keetika 

pe erse elisihan atau seengke eta tidak teerhindarkan, maka para pihak yang 

meelakukan akad atau peerjanjian diwajibkan meene empuh upaya 

pe enye ele esaian sulh (damai), peelaksanaan sulh dalam seengke eta me erupakan 

be entuk peenye ele esaian yang dianjurkan dalam hukum islam. 
7
 

Ke etiga, karya ilmiah skripsi yang ditulis oeleeh Ika Marlinawati, 

(2023). “Peeran Ke eloempoek Tani dalam Me eningkatkan Keese ejahteeraan 

Masyarakat di Deesa Toekawi Ke ecamatan Nawangan Kabupateen Pacitan.” 

Hasil pe ene elitian ini meenunjukkan bahwa (1) keegiatan-ke egiatan keeloempoek 

tani dalam meeningkatkan keese ejahteeraan masyarakat beelum teercapai hal ini 

dise ebabkan kareena fungsi se ebagai keelas beelajar, wahana keerjasama,dan 

wahana proeduksi be elum mampu meempe ersiapkan deengan baik keebutuhan 

be elajar, beelum meemiliki keerja sama deengan pe endukung usaha tani, dan 

teerbatasnya fasilitas peendukung usaha tani. (2) Faktoer pe enghambat atau 

ke endala dalam keeloempoek tani yaitu: kurangnya moetivasi pe etani yang mana 

be ebeerapa peetani masih ada yang be elum meemiliki keeinginan doeroengan 
                                                             

7
 Hanif Fakhruddin,“Penyelesaian Sengketa Perjanjian Tidak Tertulis Pada Bagi Hasil 

Penggarapan Sawah”, Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022). 
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untuk meenjalani keegiatan ke eloempoek tani, kurangnya ke esadaran teerhadap 

fungsi ke eloempoek tani, keesibukan pe etani, dan kurangnya te enaga pe enyuluh. 

(3) Dampak ke eloempoek tani ke ese ejahteeraan e ekoenoemi teerdapat peeningkatan 

dari hasil paneen, ke ese ejahteeraan soesial dukungan dari pe eme erintah yang 

mana adanya bantuan seepeerti pupuk dan bibit, dan dampak keeloempoek tani 

ke ese ejahteeraan psikoeloegi.
8
 

Ke eeempat, karya ilmiah skripsi yang ditulis oeleeh He erda Livia, (2020). 

“Pe enyeeleesaian Se engkeeta Lahan Peerke ebunan Antara Koepe erasi Datuk De ewa 

Pahlawan Deengan Ke eloempoek Tani Sawit Karya Bakti Di Keecamatan Batu 

Hampar Kabupate en Roekan Hilir.” Dari hasil peene elitian Proese es pe elaksanan 

pe enye ele esaian seengke eta se ecara meediasi di Ke ecamatan Batu Hampar 

Kabupate en Roekan Hilir seepeenuhnya be elum beerjalan deengan oeptimal di 

kareenakan tidak teercapainya ke ese epakatan antara keedua beelah pihak yang 

be ermasalah teentunya, namun dari hasil peene eliti yang pe ene eliti lakukan pada 

dinas teenaga ke erja dan transmigrasi dari hasil keeteerangan se ertifikat 

meengatakan tanah teerse ebut ke epunyaan HPL tranmingrasi, se ehingga sampai 

saat ini tanah yang se eluas 185,5 he erktar ini masih di jadikan status KUO e 

dan tidak boeleeh ada aktifitas di lahan teerse ebut se ebe elum ada keepastian 

hukum yang me engikat.
9
 

                                                             
8

 Ika Marlinawati, “Peran Kelompok Tani dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan”, Skripsi (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2023). 
9
 Herda Livia, “Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan Antara Koperasi Datuk Dewa 

Pahlawan Dengan Kelompok Tani Sawit Karya Bakti Di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten 

Rokan Hilir”, Skripsi (Pekan Baru: Universitas Islam Riau, 2021). 
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Ke elima, jurnal ilmiah yang ditulis oele eh Kartika Yusuf, Te euku 

Muttaqin Mansur, (2018). “Pe enyeeleesaian Se engkeeta Pe erjanjian Bagi Hasil 

Peenge eloelaan Lahan Peerkeebunan Me elalui Hukum Adat Di Keecamatan 

Peermata Kabupate en Beene er Me eriah.” Hasil kajian meenunjukkan bahwa 

pe elaksanaan peerjanjian bagi hasil peenge eloelaan lahan peerke ebunan dilakukan 

se ecara lisan (hukum adat) dan tanpa dihadiri para saksi, peerbuatan ini 

teerjadinya se engke eta. Pe enye ele esaian seengke eta pe erjanjian bagi hasil 

pe enge eloelaan lahan peerke ebunan dilakukan se ecara musyawarah ke eke eluargaan 

dan upacara adat gayoe yang dise ebutde engan“Teepung Tawar De edingin Se ejuk 

Ce elala Be engi.”Disarankan keepada masyarakat Kabupateen Be ene er Me eriah 

yang me elakukan praktik peerjanjian bagi hasil peenge eloelaan lahan 

pe erkeebunan dalam peelaksanaannya untuk turut meelakukan peerjanjian 

se ecara teertulis. Ke epada Masyarakat seebaiknya me elaksanakan peerjanjian 

bagi hasil peenge eloelaan lahan peerke ebunan deengan me engikuti aturan yang 

teelah diatur oeleeh hukum adat seeteempat. Pe emeerintah dan peerangkat hukum 

adat di kabupateen Be ene er Me eriah diharapkan untuk meensoesialisasikan kee 

se etiap deesa/kampung agar meengikuti se ebagai panutan hukum adat seerta 

meengaplikasikan kee dalam keegiatan se ehari-hari.
10

 

Be erdasarakan skripsi di atas peerbe edaannya skripsi teerdahulu leebih 

meemfoekuskan pada poekoek pe ermasalahan dalam praktik 

Ke erjasama/ke ese epakatan dan sisteem bagi hasilnya. Dalam pe eneelitian ini 

                                                             
10 Kartika Yusuf, Teuku Muttaqin Mansur, “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil 

Pengelolaan Lahan Perkebunan Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener 

Meriah,” Bidang Hukum Keperdataan, 2 (2018). 
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akan meembahas peersoealan meenge enai pe enye ele esaian seengke eta e ekoenoemi 

teerhadap peerse elisihan antara pengurus de engan anggoeta keeloempoek tani di 

De esa Sidoere ejoe Ke ecamatan Ke eboensari Kabupateen Madiun. 

F. Metode Penelitian 

1. Jeenis dan Pe endeekatan Peene elitian 

Jeenis pe ene elitian yang digunakan dalam pe eneelitian peembuatan 

proepoesal skripsi ini adalah meenggunakan jeenis pe eneelitian lapangan. 

Hasil dari peeneelitiannya ini beerdasarkan rise et di lapangan. Peene elitian 

ini meenggunakan pe ende ekatan kualitatif yaitu tata cara peene elitian 

de engan meenggunakan pe engamatan atau wawancara.
11

 Dalam peeneelitian 

ini infoermasi yang didapat dari peengurus ke eloempoek tani di Deesa 

Sidoere ejoe Ke ecamatan Ke eboensari Kabupate en Madiun. 

2. Ke ehadiran Pe ene elitian 

Ke ehadiran yang dilakukan peeneeliti me elakukan wawancara 

langsung ke epada yang be ersangkutan yaitu salah satu anggoeta ke eloempoek 

tani yang ada di De esa Sidoere ejoe Ke ecamatan Ke eboensari Kabupate en 

Madiun. Pe eneelitian yang dilakukan ini dikeetahui oele eh infoerman yang 

diteeliti deengan me elakukan tanya jawab langsung. Dalam peene elitian ini, 

pe eneeliti akan meelakukan peengamatan dan be erpeeran langsung se ebagai 

pe engumpul data deengan pihak yang te erkait. 

3. Lo ekasi Pe ene elitian 

                                                             
11

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya,2001). 11. 
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Untuk me elakukan peeneelitian, loekasi yang diambil oeleeh pe ene eliti 

dalam peenulisan teerkait proepoesal skripsi yaitu, peene elitian ini dilakukan 

di Deesa Sidoereejoe Ke ecamatan Ke eboensari Kabupateen Madiun. Alasan 

pe eneeliti meemilih loekasi teerse ebut untuk diteeliti kareena jumlah anggoeta 

ke eloempoek tani cukup banyak dibanding ke eloempoek tani di deesa lain 

untuk itu saya te ertarik meene eliti sisteem peengurusnya.  

4. Data dan Sumbeer Data 

a. Data  

Data adalah fakta yang dapat ditarik me enjadi suatu 

ke esimpulan dalam keerangka pe ersoealan yang dike erjakan
12

 Data 

dalam peene elitian ini teerbagi meenjadi dua, yaitu: 

1) Data primeer, yaitu te erkait deengan data utama yang dipe erlukan 

dalam peeneelitian. Data primeer dalam peene elitian ini beerupa hasil 

wawancara, teeks, dan oebse ervasi. 

2) Data seekunde er, yaitu Data seekundeer adalah data tambahan yang 

dapat digunakan untuk meendukung data primeer dalam 

Me enyusun pe ene elitian. Data seekundeer dalam pe eneelitian ini antara 

lain proefil data diri keeloempoek tani di Deesa Sidoere ejoe Ke ecamatan 

Ke eboensari Kabupateen Madiun. 

b. Sumbe er Data  

Sumbe er data yang digunakan dalam peene elitian ini beerupa: 

                                                             
12 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2012). 224. 
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1) Sumbe er data primeer dalam peene elitian ini adalah hasil 

wawancara dari pihak anggoeta keeloempoek tani yaitu, Bapak Ipin 

dan Bapak Didik  se edangkan dari pihak pe engurus ke eloempoek 

tani yaitu, Bapak Supraptoe. Data primeer adalah sumbeer 

pe eneelitian yang dipe eroele eh se ecara langsung dari sumbe er asli. 

Sumbe er peene elitian primeer dipeeroeleeh para peeneeliti untuk 

meenjawab peertanyaan pe ene elitian.
13

 

2) Sumbe er data seekunde er dalam peene elitian ini meerupakan data 

tambahan yang dipe eroeleeh dari wawancara anggoeta ke eloempoek 

tani yaitu, Bapak Supraptoe dan Bapak Ipin,  se erta beebeerapa 

infoermasi dari sumbeer lain seepeerti, Buku Aloekasi Ke eloempoek 

Tani Sidoe Maju te erkait proefil Ke eloempoek Tani dan se eluruh 

Anggoeta Ke eloempoek Tani Sidoe Maju, Buku Alte ernatif 

Pe enye ele esaian Seengke eta, se erta Jurnal Ilmiah Teerkait 

Pe enye ele esaian Se engke eta. Data seekunde er adalah data yang se ecara 

langsung data ini meendukung me enge enai pe embahasan 

pe eneelitian.
14

 Sumbeer data seekunde er data yang be erfungsi 

meenambah keeteerangan se ebagai pe endukung data primeer. 

5. Teeknik Pe engumpulan Data  

 Teeknik peengumpulan data dalam peene elitian ini antara lain seebagai 

be erikut :  

                                                             
13 Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010). 171.  
14 Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Persada Media, 2005). 141. 
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a. Wawancara  

Wawancara adalah keegiatan tanya-jawab se ecara lisan untuk 

meempe eroeleeh infoermasi. Be entuk infoermasi yang dipe eroeleeh 

dinyatakan dalam tulisan, atau direekam se ecara audioe, visual, 

atau audioe visual. Wawancara meerupakan keegiatan utama 

dalam kajian peengamatan. Peelaksanaan wawancara dapat 

be ersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara 

langsung dilakukan de engan me ene emui se ecara langsung oerang 

yang me emiliki infoermasi yang dibutuhkan, seedangkan 

wawancara tidak langsung dilakukan de engan me ene emui oerang-

oerang lain yang dipandang dapat meembeerikan keeteerangan 

meenge enai ke eadaan oerang yang dipe erlukan datanya.
15

  

Dalam peene elitian ini saya meelakukan wawancara teerkait 

infoermasi dan data meenge enai, Bagaimana seejarah keeloempoek 

tani Sidoe Maju? Bagaimana sisteem bagi hasil ke eloempoek tani 

Sidoe Maju? Apa pe enye ebab teerjadinya se engke eta? Be ebe erapa 

pe ertanyaan ini akan ditanyakan se ecara langsung ke epada salah 

satu anggoeta ke eloempoek tani dan salah satu peengurus ke eloempoek 

tani Sidoe Maju. 

6. Analisis Data 

Untuk me endapatkan hasil yang final, te epat dan be enar maka, analisis 

data yang digunakan adalah meetoede e data kualitatif deengan cara be erfikir 
                                                             

15
 Mohamad Mustari., dan Rahman, M. T. “Pengantar metode penelitian” (Yogyakarta : 

Laksbang pressindo, 2012). 54-55. 
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de eduktif. Meetoede e ini digunakan untuk meenganalisis data kualitatif 

(data yang tidak beerupa angka), lalu dalam meenganalisis data teerse ebut 

digunakan cara beerfikir deeduktif yaitu be erangkat dari teeoeri-te eoeri yang 

be ersifat umum keemudian diteeliti untuk diambil suatu keesimpulan. 

Dalam peene elitian ini data-data yang te elah peene eliti peeroele eh dianalisis 

meenggunakan te eoeri pe enye ele esaian seengke eta eekoenoemi syariah, lalu 

pe eneeliti seelanjutnya dapat meenarik keesimpulan.
16

  

a. Re eduksi Data  

Re eduksi data diartikan se ebagai proese es pe emilihan, 

pe emusatan peerhatian pada peenye ede erhanaan, peengabstrakan, dan 

transfoermasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan teertulis di 

lapangan. Reeduksi data beerlangsung te erus-me ene erus se elama proeye ek 

yang be eroerie entasi peene elitian kualitatif beerlangsung.  

Dalam peeneelitian ini, data yang akan dire eduksi adalah data 

be erupa hasil wawancara seecara keese eluruhan dan infoermasi teerkait 

proese edur administrasi keeloempoek tani, faktoer pe enghambat adanya 

pe erse elisihan pada sisteem bagi hasil, peenye eleesaian peerse elisihan, lalu 

meenye ede erhanakan, meenge eloempoekkan, dan meembagi data yang 

utama deengan data-data tambahan yang dipeeroele eh seehingga dapat 

digunakan untuk meenyusun pe ene elitian.  

b. Pe enyajian Data  

                                                             
16

 Milles dan Huberman, “Analisis Data Kualitatif”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1992). 16. 
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Milees & Hube erman meembatasi suatu pe enyajian seebagai 

se ekumpulan infoermasi teersusun yang meembeeri keemungkinan 

adanya pe enarikan ke esimpulan dan peengambilan tindakan. Meereeka 

meeyakini bahwa pe enyajian-pe enyajian yang le ebih baik meerupakan 

suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang 

meeliputi: be erbagai je enis matrik, grafik, jaringan dan bagan. 

Se emuanya dirancang guna meenggabungkan infoermasi yang 

teersusun dalam suatu beentuk yang padu dan mudah diraih.  

Dalam peene elitian ini, data yang akan disajikan adalah data 

yang dipe eroeleeh dari lapangan seecara langsung se epe erti wawancara, 

hasil peengamatan peeneeliti, infoermasi te erkait sisteem bagi hasil 

ke eloempoek tani, dan data yang be erkaitan deengan proese edur 

administrasi keeloempoek tani. Deengan de emikian peene eliti dapat 

meelihat apa yang se edang te erjadi, dan meene entukan apakah meenarik 

ke esimpulan yang be enar ataukah teerus meelangkah meelakukan 

pe eneelitian leebih lanjut.  

c. Me enarik Ke esimpulan  

Me enarikan keesimpulan meenurut Mile es & Hube erman 

hanyalah se ebagian dari satu keegiatan dari koenfigurasi yang utuh. 

Ke esimpulan-ke esimpulan juga dive erifikasi se elama peeneelitian 

be erlangsung. Ve erifikasi itu mungkin se esingkat pe emikiran keembali 

yang me elintas dalam pikiran peene eliti se elama ia meenulis, suatu 

tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin 
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meenjadi beegitu se eksama dan me enghabiskan teenaga de engan 

pe eninjauan keembali seerta tukar pikiran di antara teeman seejawat 

untuk meenge embangkan ke ese epakatan inteersubjeektif atau juga upaya-

upaya yang luas untuk meeneempatkan salinan suatu teemuan dalam 

se epe erangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang 

muncul dari data yang lain harus diuji keebe enarannya, 

ke ekoekoehannya, dan ke ecoecoekannya. Ke esimpulan akhir tidak hanya 

teerjadi pada waktu proese es pe engumpulan data saja, akan teetapi peerlu 

dive erifikasi agar beenar-be enar dapat dipeertanggung jawabkan.  

Se ehingga nantinya dalam peene elitian ini peene eliti dapat 

meenyimpulkan bagaimana peelaksanaan siste em bagi hasil keeloempoek 

tani, mulai dari bagaimana proese edur ke eteentuan keeloempoek tani, 

pe elaksanaannya, faktoer teerjadinya pe erse elisihan, sampai adanya 

pe ermasalahan dan bagaimana meenye eleesaikan peermasalahan 

teerse ebut.  

7. Pe enge ece ekan Ke eabsahan Data  

Ke eabsahan data dalam suatu peeneelitian diteentukan deengan 

meenggunakan kriteeria kreedibilitas. Yang dapat diteentukan deengan 

be ebeerapa teeknik agar keeabsahan data dapat dipeertangung jawabkan. 

Dalam peene elitian ini, untuk meenguji kre edibilitas data meengunakan 

teeknik se ebagai be erikut:  

a. Pe erpanjangan waktu peengamatan  
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Pe erpanjangan pe engamatan peeneeliti akan me emungkinkan 

pe eningkatan deerajat keepe ercayaan data yang dikumpulkan.
17

 De engan 

pe erpanjangan peengamatan ini, peeneeliti akan meenge ece ek ke embali 

ke ebeenaran dari data yang didapat se elama ini, pe eneelti meelakukan 

pe engamatan lagi yang le ebih luas dan me endalami seehingga 

dipeeroele eh data yang pasti keebe enarannya.
18

 Dalam peerpanjangan 

pe engamatan ini peene eliti akan meemastikan apakah data yang sudah 

dipeeroele eh ini sudah teerbukti keebeenarannya atau masih peerlu ada 

yang ditambahi.  

b. Ke ete ekunan Pe engamatan  

Me eningkatkan ke eteekunan be erarti meelakukan pe engamatan 

se ecara leebih ceermat dan beerkeesinambungan. Deengan cara teerse ebut 

maka keepastian data dan urutan peeristiwa akan dapat direekam 

se ecara pasti dan sisteematis.
19

  

Teentunya pe ene eliti akan leebih teekun dalam meelaksanakan 

pe engamatan ini. Meeningkatkan keeteekunan itu ibarat kita meenge ece ek 

soeal-soeal, atau makalah yang te elah dikeerjakan, apakah ada yang 

salah atau tidak. Deengan me eningkatkan keete ekunan itu, maka 

pe eneeliti dapat meelakukan peenge ece ekan keembali apakah data yang 

teelah diteemukan itu salah atau tidak.  

                                                             
17

 Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, “Metode Penelitian Survey” ( Jakarta: LP3IES, 

1982). 248. 
18

 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan 

R&D.” (Bandung: Alfabeta, 2008). 271. 
19

 Ibid. 272. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk me empeermudah peemahaman maka dalam peembahasan ini 

akan disusun se ecara sisteematis se esuai deengan tata urutan dan peermasalahan 

yang ada antara lain: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini beerisi teentang latar beelakang masalah, keemudian dilanjutkan 

de engan rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat peenting, kare ena 

poesisinya se ecara tidak langsung me emandu pe ene eliti dalam meengarahkan 

foekus kajian yang dilakukan. Ke emudian dipaparkan tujuan dan manfaat 

pe eneelitian, beerikutnya adalah teelaah pustaka, untuk meene entukan peeneelitian 

ini teerhadap peeneelitian teerdahulu. Ke emudian dilanjutkan deengan me etoede e 

pe eneelitian dan sisteematika peembahasan. Me etoede e peene elitian ini peenulis 

diungkap se ecara apa adanya de engan apa yang me enjadi sumbeer data dan 

analisa data, seelanjutnya pe enge embangannya dapat dipaparkan pada bab 

siste ematika peembahasan. 

BAB II : SENGKETA EKONOMI SYARIAH 

Dalam bab ini meemaparkan teentang landasan teeoeri yang nantinya akan 

digunakan untuk meenganalisa peermasalahan yang dibahas dalam 

pe eneelitian ini. Teeoeri teerse ebut antara lain pe enge etian alteernatif peenye ele esaian 

se engke eta, dan macam-macam alteernatif pe enye ele esaian seengke eta dan hal-hal 

yang be erkaitan deengan te eoeri dalam peene elitian ini. 
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BAB III : SEBAB TERJADINYA PERSELISIHAN DAN 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN KELOMPOK TANI SIDO 

MAJU DI DESA SIDOREJO KABUPATEN MADIUN 

Dalam bab ini meemaparkan meenge enai pe ene elitian yang me embahas teentang 

proefil keeloempoek tani Sidoe Maju, tingkat pe endidikan, peengalaman, tingkat 

umur. Data mengenai sebab terjadinya perselisihan dan penyelesaian 

perselisihan pada kelompok tani sido maju Desa Sidorejo Kabupaten 

Madiun.  

BAB IV : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP 

SEBAB TERJADINYA PERSELESIHAN DAN PENYELESAIAN 

PERSELISIHAN KELOMPOK TANI SIDO MAJU DI DESA 

SIDOREJO KABUPATEN MADIUN  

Bab ini meerupakan peembahasan yang meeliputi peenye ele esaian seengke eta 

e ekoenoemi syariah teerhadap peerse elisihan pe enge eloela keeloempoek tani di Deesa 

Sidoere ejoe Ke ecamatan Ke eboensari Kabupateen Madiun yang me eliputi: 

Pe enye ele esaian seengke eta eekoenoemi syariah litigasi teerhadap peerse elisihan bagi 

hasil keeloempoek tani dan peenye ele esaian se engke eta e ekoenoemi syariah noen 

litigasi teerhadap bagi hasil peenge eloela ke eloempoek tani di Deesa Sidoere ejoe 

Ke ecamatan Ke eboensari Kabupateen Madiun. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini me erupakan peenutup dari hasil pe eneelitian. Bab ini adalah bab 

teerakhir dari seemua rangkaian bab satu sampai bab eempat yang be erisi 

teentang ke esimpulan dari peermasalahan yang diangkat dalam peene elitian 
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hasil peene elitian yang pe ene eliti lakukan pada bab dua sampai bab eempat , 

se erta saran-saran peene eliti yang dapat be erikan. 
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BAB II 

KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH   

A. Sengketa Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah 

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang 

berkaitan dengan masalah harta dan benda, dengan kata lain kegiatan 

ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran 

hidupnya.
1
 Kegiatan ekonomi bisa terjalin apabila terjadi transaksi 

antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun 

dalam pelaksanaan transaksi tersebut terkadang menimbulkan 

sengketa dikemudian hari.  

Secara etimologi, menurut KBBI, sengketa adalah sesuatu 

yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, 

atau perselisihan.
2

 Adapun secara istilah, sengketa adalah 

pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi 

yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat 

menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi 

hukum terhadap salah satu diantara keduanya.  

Menurut Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, 

sebagaimana dikutip Rachmadi Usman, dalam kosakata Inggris 

terdapat 2 (dua) istilah, yakni “conflict” dan “dispute”, yang kedua-
                                                             

1
 Juhaya s. Pradja, Ekonomi Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 221. 

2
 Editor, “Sengketa”, dalam http://kbbi.web.id/sengketa, Diakses tanggal 8 Mei 2024, jam 

14.55 WIB 

http://kbbi.web.id/sengketa
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duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan di antara 

kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata 

conflict sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”, 

sedangkan kosa kata dispute dapat diterjemahkan dengan kosa kata 

“sengketa”. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak 

atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan 

berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan 

hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah 

konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana 

pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau 

keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap 

sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.
3
 

Selanjutnya, ekonomi syariah (Islamic Economics) diartikan 

sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah,
4
 dengan 

kata lain merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan 

menurut prinsip syariah, atau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem 

ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah suatu 

                                                             
3
 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung : Citra 

Aditya Bakti, 2003), 1. 
4
 Sarkaniputra, Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Jakarta: P3EI UIN 

Syarif Hidayatullah. 2005), 37. 



25 
 

 
 

pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang 

kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan 

asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda 

tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan 

akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum 

terhadap salah satu diantara keduanya.
5
  

Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:  

a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan 

dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;  

b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan 

dan lembaga pembiayaan syariah;  

c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang 

beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan 

dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

2. Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah  

Se ebab-se ebab te erjadinya se engke eta e ekoenoemi syariah adalah 

kareena adanya ke etidakseerasian antara pribadi-pribadi atau keeloempoek-

ke eloempoek yang me engadakan hubungan yang dise ebabkan ada hak yang 

                                                             
5 Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2006), 11 
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teerganggu atau te erlanggar. Se engke eta meerupakan coenflict dan disputee 

yaitu be erbeentuk pe erse elisihan atau disagre ee eme ent oen a poeint oef law oer 

fact oef inteere est be etweee en twoe pe ersoens, artinya suatu koendisi di mana 

tidak ada keese epahaman para pihak teentang se esuatu dan faktanya atau 

pe erbeedaan ke epeentingan di antara keedua be elah pihak. Timbulnya 

se engke eta be erawal dari situasi dan koendisi yang me enjadikan pihak yang 

satu meerasa dirugikan oele eh pihak yang lain.
6
 

Teerjadinya se engke eta ini pada umumnya kare ena adanya 

pe enipuan atau ingkar janji oeleeh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak 

meelakukan apa yang dijanjikan/dise epakati untuk dilakukan. Pihak-

pihak atau salah salu pihak teelah meelaksanakan apa yang dise epukali 

akan teetapi tidak sama peersis se ebagaimana yang dijanjikan. Pihak-

pihak atau salah satu pihak meelakukan apa yang dijanjikan, teetapi 

teerlambat dan pihak-pihak atau salah satu pihak meelakukan seesuatu 

yang me enurut peerjanjian tidak boeleeh dilakukan. Seehingga tindakan-

tindakan teerse ebut meenimbulkan salah satu pihak meerasa dirugikan. 

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syri‟at oleh dua pihak atau 

perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian 

dengan prinsip syari‟at yang salah satu pihak melakukan wanprestasi 

dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga 

mengakibatkan pihak lainnya merasa dirugikan.  

                                                             
6  Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). 

41. 
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Adapun sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syari‟at 

adalah sebagai berikut :
7
  

a. Proses terbentuknya akad disebabkan dari 

ketidaksepemahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada 

orientasi keuntungan. 

b. Akad dan kontrak sulit untuk dilaksanakan karena : 

Para pihak kurang cermat/hati-hati ketika melakukan 

perundingan pendahuluan;  

1) Tidak mempunyai keahlian dalam mengintruksikan 

norma-norma akad yang pasti, adil, dan effesien.  

2) Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan 

terjadi dalam akad  

3) Tidak jujur dan tidak amanah  

Dilihat dari segi akad atau perjanjian yang 

menimbulkan resiko atau sengketa dikemudian hari antaranya 

adalah :  

1) Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-

syaratnya suatu akad, baik syarat subjektif maupun 

objektif yang ternyata tidak terpenuhi sehingga 

menuntut pembatalan akad.  

                                                             
7 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). 

41. 
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2) Akad diputus oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak 

lainnya  

3) Karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi 

sebagaimana yang telah diperjanjikan.  

4) Terjadinya perbuatan melawan hukum  

5) Ada resiko yang tidak terduga pada pembuatan akad.
8
  

Pada dasarnya, te erdapat banyak hal yang me enye ebabkan 

teerjadinya se engke eta se ecara umum. Berikut adalah beberapa penyebab 

utama terjadinya sengketa dalam konteks ekonomi syariah: 

a. Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Hukum Ekonomi Syariah 

Dalam asas hukum Islam memiliki asas amanah/menepati 

janji. Dari asas ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan akad 

merupakan hal yang diwajibkan dalam akad. Sebagai catatan, 

wanprestasi baru bisa terjadi ketika sebuah akad sudah memenuhi 

rukun hingga syarat-syaratnya. Maka dengan hal ini, wanprestasi 

yang dilakukan oleh anak kecil, gila, idiot, dll. tidak dapat 

dihukum wanprestasi karena pada dasarnya akad yang mereka 

buat adalah akad yang tidak sah secara hukum. Maka akad yang 

terbentuk dari golongan ini akan menjadi batal dengan sendirinya. 

Sehingga jika akad sudah dianggap batal, maka wanpretasi tidak 

mungkin terjadi. 

 

                                                             
8
 Amran, Penyelesaian, 34. 
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نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلََّ أَنْ تَكُونَ تَِِارةًَ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
رَحِيمًا بِكُمْ  كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  أنَْ فُسَكُمْ  تَ قْتُ لُوا وَلََ عَنْ تَ راَضٍ مِنْكُمْ   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha 

Penyayang kepadamu”.
9
  

Pada dasarnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam 

teori dhamân (pertanggungjawaban), dalam fikih Islam, agar suatu 

perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, maka 

hal tersebut harus memenuhi tiga rukun, yaitu adanya kesalahan, 

adanya kerugian, dan juga adanya kausalitas antara kesalahan dan 

kerugian.  

1) Adanya kesalahan akad  

Kesalahan akad dalam bahasa Arab sering disebut 

sebagai khatha` al- `aqdy (kesalahan akad). Dalam beberapa 

literatur juga kadang disebut sebagai al-i`tidâ`/at-ta`addy. 

Meskipun begitu, i‟tidâ‟/ta‟addy secara harfiah lebih tepat jika 

digunakan dalam hal kesalahan yang kaitanya dengan PMH.  

Syamsul Anwar menjelaskan bahwa arti dari kesalahan 

itu sendiri adalah sebagai suatu sikap (baik berbuat atau tidak 

berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Kesalahan ini dapat 

berupa kesengajaan atau kelalaian (tidak melakukan 

                                                             
9
 QS. An-Nisa‟ : 29 
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sebagaimana mestinya).
10

 Secara lebih jelas, Sanhuri 

mengatakan bahwa maksud dari kesalahan akad disini adalah 

ketika debitur tidak mampu memenuhi apa yang menjadi objek 

dari perikatan baik hal itu terjadi karena perbuatan debitur 

yang berupa kesengajaan (tidak melakukan akad), lalai atau 

disebabkan karena konsekuensi dari perbuatannya (secara 

tidak langsung). Jika dilihat dari segi penamaannya, overmatch 

(keterpaksaan/darurat) sendiri juga merupakan salah satu 

bentuk kesalahan meskipun hal ini tidak bisa masuk ke 

kategori dhamân karena adanya unsur ketiga yang harus 

dipenuhi yang bertentangan dengan hal itu, yaitu unsur 

kausalitas.
11

 

Ketentuan agar sesuatu itu dapat disebut dengan 

kesalahan adalah jika sesuatu itu menyalahi kebiasaan. 

Kebiasaan disini maksudnya adalah hal yang dilakukan oleh 

orang pada umumnya dan bukan kebiasaan secara person, 

sehingga kebiasaan orang yang terlampau bodoh atau 

terlampau pintar tidak bisa menjadi ukuran dalam hal ini.
12

  

Secara lebih terperenci, dalam KHES Pasal 36 

dijelaskan lebih detail mengenai jenis-jenis kesalahan, yaitu:  

                                                             
10

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanian., 331-332. 
11

 Abdur Razaq as-Sanhuri, Mashâdir., 80 dan 98. 
12

 Muhammad Fauzi Faidhullah, Nazariyah, 93-94. 
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a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk 

melakukannya  

b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 

sebagaimana dijanjikan  

c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat  

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak 

boleh dilakukan.  

Asas dasarnya adalah seorang debitur harus 

bertanggungjawab terhadap kesalahan yang menyebabkan tidak 

terselenggaranya akad, akan tetapi terkadang tanggung jawab 

itu dapat dialihkan berdasarkan kesepakatan.
13

  

2) Adanya Kerugian  

Selain kesalahan yang telah terbukti, rukun kedua yang 

harus dipenuhi agar wanprestasi ini mendapatkan ganti rugi 

adalah adanya kerugian. Adanya kerugian ini, pada dasarnya 

merupakan inti dari ganti rugi dalam hal wanprestasi maupun 

PMH. Artinya meskipun terjadi kesalahan, akan tetapi jika 

tidak ada kerugian, maka pelaku tidak bisa disebut wanprestasi 

atau juga debitur, dan tentunya tidak ada ganti rugi. Kerugian 

 secara bahasa memiliki arti lawan (dibaca: dharar) (الضرر)

kata dari manfaat.
14

 Secara bahasa, dharar diartikan sebagai 

terjadinya kerusakan/kerugian bagi orang lain baik harta, 
                                                             

13
 Abdur Razaq as-Sanhuri, Mashâdir.,79. 

14
 Ibnu Mandzur, Lisan al-`Arab, 482. 
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jasad, kehormatan, maupun perasaanya. Dalam nash, ada 

banyak ayat dan hadis yang menggunakan kata dharar dan 

menjelaskan makna serta hukum dari dharar itu sendiri.  

3) Adanya kausalitas antara kesalahan akad dan kerugian  

Wahbah Zuhaily mengatakan bahwa aspek ketiga ini 

bukan termasuk ke dalam rukun, melainkan penghalang (al-

mâni`) dalam sebab, sedangkan kebanyakan ulama (Sanhuri, 

Syamsul Anwar, dan Zarqa) menjadikan hal ini sebagai rukun 

adanya dhamân.  

Adanya kausalitas, menjadi hal logis karena tidak 

mungkin debitur bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi 

karena kesalahan orang lain atau karena dalam situasi terpaksa. 

Dapat disimpulkan dengan adanya kausalitas ini bahwa debitur 

tidak memiliki kewajiban ganti rugi apabila kerugian terjadi 

bukan karena kesalahan yang dia buat. Kreditur tidak 

dibebankan untuk membuktikan adanya kausalitas. Mengenai 

hal ini, debiturlah yang berkewajiban untuk mencari 

penggugur kausalitas sebagai bentuk pembelaanya.
15

  

Pada dasarnya pembelaan debitur dalam hal penggugur 

kausalitas hanya bisa dibenarkan jika dapat membuktikan 

adanya sebab luar. Sebab luar ini meliputi:  

a) Keadaan terpaksa  

                                                             
15

 Wahbah Zuhaily, Mausû‟ah., 671. 
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b) Kerugian terjadi karena kesalahan kreditur  

c) Kerugian terjadi karena kesalahan pihak ketiga  

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa selama status 

harta tersebut ada pada yad amanah, maka debitur tidak wajib 

mengganti ketika terjadi sebab asing. Adapun dalam hal yad 

dhamânah, maka debitur wajib memberikan ganti rugi 

meskipun harta tersebut rusak karena bencana/sebab luar, 

kecuali dalam hal rusaknya barang tersebut disebabkan oleh 

pemilik asli.  

Status yad amanah bisa bergeser menjadi yad 

dhamânah ketika pembawa barang (meski tanpa niat untuk 

memiliki) mengambil barang tanpa izin, atau mencegah barang 

tersebut kembali kepada pemiliknya padahal dia bisa 

mengembalikan ketika barang dan sudah waktunya untuk 

dikembalikan.
16

 

Jika melihat dari jenis perikatan yang ada, yad amanah 

pada dasarnya adalah perikatan yang termasuk ke dalam 

kategori perikatan melakukan suatu upaya (badzl al-`inâyah), 

sedangkan yad dhamânah adalah perikatan untuk mewujudkan 

hasil (tahqîq al-ghâyah).  

Ketika ketiga rukun tersebut sudah terpenuhi berikut 

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya, maka, 

                                                             
16

 Abdur Razaq as-Sanhuri, Mashâdir., 126. 
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pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dapat 

dijatuhkan sanksi, sebagaimana dalam pasal 38, dengan:  

a) Membayar ganti rugi  

b) Pembatalan akad  

c) Peralihan risiko  

d) Denda, dan/atau  

e) Membayar biaya perkara 

b. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah 

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu 

sumber daripada perikatan. Menurut Wahbah Zuhaily, sumber 

perikatan dalam Islam ada lima, yaitu: akad (al-`aqd), kehendak 

sepihak (al-irâdah munfaridah), perbuatan merugikan (al-fi`l adh-

dhâr), perbuatan bermanfaat (al-fi`l an-nâfi`), dan syarak. Kelima 

sumber ini pada dasarnya sama dengan sumber-sumber perikatan 

dalam hukum nasional yaitu: Akad (perjanjian), kehendak sepihak, 

perbuatan melawan hukum (`amal ghairu masyrû`), pembayaran 

tak terutang (al-itsra bi lâ sabab) dan undang-undang.
17

 

لَكُم اوَلََ تأَْكُلُو  نَكُم أمَْوََٰ طِلِ وَتدُْلُوا بِ  بَ ي ْ امِ لتَِأْكُلُوا  إِلَ  بِِاَٱلْبََٰ ٱلُْْكَّ
نْ  فَريِقًا لِ  مِّ ثِْْ وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ  أمَْوََٰ ٱلنَّاسِ بٱِلِْْ  

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan 

yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

                                                             
17

 Wahbah Zuhaily, Mausû‟ah.,658. 
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sebahagian daripada harta benda orang lain itu 

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

mengetahui”.
18

 

Kaitanya dengan pembahasan ini, PMH merupakan 

terjemahan dari perbuatan merugikan (al-fi`l adh-dhâr).  Bahasa 

lain yang digunakan adalah dhamân al- `udwan, masuliyah al-

taqsîriyah dan juga `amal ghair al-masyrû`.
19

 Wahbah 

mengartikan PMH secara istilah sebagai tanggungjawab yang 

terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku 

(qanun). Dalam pembahasan fikih Islam klasik, istilah terdekat 

yang sering digunakan oleh para ulama adalah istilah itlâf 

(perusakan) dan ghasab (perampasan).  

Belum ada peraturan di Indonesia yang khusus membahas 

mengenai PMH ekonomi Islam. KHES sendiri yang merupakan 

bentuk positifisasi dari fikih Islam di Indonesia hanya membahas 

mengenai peraturan ghasab (perampasan) dan itlâf (perusakan) 

yang dibahas dalam bab 15 dari pasal 391 hingga pasal 412. 

Ghasab dan itlaf sendiri pada dasarnya bukanlah PMH itu sendiri, 

melainkan hanya bagian dari PMH. 

Menurut KHES, ghasab diartikan sebagai perbuatan 

menghalang-halangi seseorang untuk menggunakan kekayaanya. 

Selain itu juga bisa diartikan dalam hal mengingkari keberadaan 

                                                             
18

 Q.S Al-Baqarah :188. 
19

 Mustafa Ahmad Zarqa, al-Fi‟l adh-Dhâr wa Dhamân Fîh, Cetakan Pertama, 

(Damaskus: Dar al-Qolam, 1988), 61. 
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wadi‟ah bih (barang titipan) seseorang yang ada padanya. 

Pengertian yang lain dari ghasab adalah mengambil harta berharga 

(mutaqawwim) dan memiliki kehormatan nilai (muhtaram) tanpa 

izin pemiliknya dengan cara mengambil alih barang tersebut dari 

pemiliknya secara terang-terangan. Sehingga dari pengertian ini 

hal-hal yang tidak termasuk ghasab adalah, mengambil arak 

(karena bukan termasuk barang yang berharga), mengambil harta 

musuh ketika perang (karena tidak ada kehormatan nilai), 

menerima pemberian seseorang (karena mendapatkan izin 

pemiliknya).  

Adapun pengertian itlaf (perusakan) yaitu menghilangkan 

manfaat suatu barang menjadi tidak mempunyai manfaat 

sebagaimana biasanya. Termasuk ke dalam kategori itlaf adalah 

ifsâd (merusak tapi sebagian), istihlâk (mengkonsumsi barang 

yang bukan miliknya), atau juga ihlâk (merusak sesuatu dengan 

tujuan dimanfaatkan).  

Selain dua hal diatas, jenis lain dari PMH adalah wadha`a 

al-yad (penadah barang tanpa akad yang sah), menjaga/ menguasai 

barang milik orang lain dengan tujuan memilikinya tanpa izin 

pemilik aslinya. Sama seperti yang ada dalam wanprestasi,
20

 PMH 

menurut fikih Islam, juga baru bisa terjadi jika tiga unsur intinya 

                                                             
20

 Wahbah Zuhaily, Mausû‟ah., 843. 
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terpenuhi. Tiga unsur yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian 

dan adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian.  

1) Adanya Kesalahan  

Dalam bahasa Arab, kesalahan dalam PMH sering 

disebut dengan al-i`tidâ`/at-ta`addy. Arti dari ta`addy sendiri 

secara bahasa adalah melampaui batas, sedangkan secara 

istilah, ta`addy ini berarti melampaui batas atas hal yang 

seharusnya di nilai cukup secara syariat maupun adat 

kebiasaan.
21

 

Menurut hukum Islam, kesalahan dalam PMH tidak 

memandang apakah disengaja atau tidak, bahkan dilakukan 

oleh mereka yang sudah dewasa ataupun masih kecil, kecuali 

Madzhab Malikiah yang menyatakan bahwa anak kecil yang 

belum mumayyiz tidak wajib memberikan ganti rugi ketika 

merusak/ menghilangkan barang orang lain.
22

  

Tidak seperti hukum barat yang berorientasi kepada 

pelakunya, hukum Islam pada dasarnya lebih berorientasi dari 

sisi harta (materi). Hal ini terlihat dari cara pembagian jenis 

kesalahan berupa langsung dan tidak langsung tanpa melihat 

apakah sudah baligh atau belum. Hal ini selaras dengan yang 

dikatakan oleh Izzudin Abdus Salam bahwa tanggungjawab 

ganti rugi itu tidak memandang antara kesalahan yang 
                                                             

21
 Muhammad Fauzi Faidhullah, Nazariyah., 92. 

22
 Mustafa Ahmad Zarqa, al-Fi‟l., 59. 
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disengaja atau tidak, berilmu tahu atau tidak, ingat atau lupa, 

dan bahkan gila dan anak kecil.  

2) Adanya Kerugian  

Sebagaimana wanprestasi, adanya kerugian pada 

dasarnya merupakan inti dari pembahasan tanggungjawab 

ganti rugi. Karena meskipun ada kesalahan, jika tidak ada 

kerugian, maka tidak ada hal yang harus diganti. Dalam kasus 

PMH,dharar dalam hukum Islam dapat dapat dibagi ke dalam 

beberapa jenis, tergantung dengan sudut pandangnya.
23

  

a) Kerugian bisa disebabkan dari aspek perkataan atau 

perbuatan. Kerugian yang disebabkan oleh perkataan 

seperti menarik kesaksian setelah adanya keputusan 

hakim sedangkan harta korban tidak dapat kembali lagi 

dan dari segi perbuatan.  

b) Kerugian dalam bentuk perbuatan, dapat dibagi 

menjadi perbuatan positif melakukan sesuatu atau 

negatif tidak melakukan sesuatu.  

c) Dari segi waktunya, ada dharar yang terjadi di waktu 

sekarang, seperti kerugian pada umumnya (merusak 

barang), dan dharar yang terjadi di masa depan, 

misalnya luka yang kemudian menyebabkan kematian. 

                                                             
23 Mustafa Ahmad Zarqa, al-Fi‟l., 96. 
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d) Berdasarkan jenis kerugiannya, kerugian dibagi 

menjadi tiga, yaitu kerugian karena kerusakan harta, 

kerugian kehilangan manfaat, dan kerugian kehilangan 

kesempatan. 
24

 

Selain pembagian di atas, ada empat syarat yang harus 

dipenuhi agar kerugian tersebut dapat dijadikan alasan untuk 

meminta ganti rugi. Syarat tersebut adalah:  

a) Kerugian tersebut secara adat dan syariat dapat dinilai 

sebagai harta, maka non-harta seperti jenazah dan 

segenggam tanah tidak termasuk di dalamnya.  

b) Mempunyai nilai/ harga dalam timbangan syariat, maka 

dalam hal ini barang-barang seperti khamr (miras) yang 

pada dasarnya tidak memiliki harga dalam hukum 

Islam, tidak bisa dijadikan dasar adanya kerugian  

c) Dimiliki, maka tidak ada kerugian dalam hal yang tidak 

dimiliki siapapun.  

d) Muhtaram (memiliki penghormatan), maka tidak ada 

kerugian dalam barang yang dimiliki oleh musuh ketika 

perang.  

3) Adanya Hubungan Kausalitas Antara Kesalahan dan Kerugian  

Kausalitas disini dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara 

langsung (mubâsyarah) maupun tidak langsung (tasabbub). 

                                                             
24

 Muhammad Fauzi Faidhullah, Nazariyah., 89. 
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Maksud dari kausalitas langsung adalah ketika perbuatan 

seseorang terhadap orang lain berhubungan langsung dengan 

kerugian yang terjadi. Adapun kausalitas tidak langsung adalah 

adanya keterkaitan antara hasil perbuatan seseorang dengan 

kerugian yang dialami orang lain.
25

  

Pentingnya membedakan keduanya karena hal ini 

berkaitan dengan ganti rugi yang akan diberikan. Dalam 

kausalitas langsung pelaku wajib memberikan ganti rugi sesuai 

dengan kerugian yang ada, sedangkan dalam kausalitas tidak 

langsung, maka pelaku memiliki kewajiban untuk 

bertanggungjawab jika terdapat tiga syarat yang terpenuhi: 

a) Dapat dipastikan bahwa kejadian tersebut terjadi 

karena perbuatan dari pelaku (meski secara tidak 

langung).  

b) Adanya kerugian diakibatkan karena kesengajaan dari 

pelaku (pembuat sebab).  

c) Tidak adanya sebab lain yang mempengaruhi 

terjadinya kerugian tersebut. Karena jika ada perbuatan 

orang lain, maka perbuatan orang lain inilah yang 

menjadi kausalitas langsung adanya kerugian. Misalnya 

dalam kasus jatuhnya orang ke dalam sumur galian 
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karena didorong orang lain, maka penggali tidak 

bertanggungjawab.
26

  

Jika kerugian terjadi karena kesalahan beberapa pelaku 

(pelaku tidak hanya seorang), maka terdapat dua kemungkinan 

kausalitas yang mungkin terjadi, yaitu:  

a) Kesemua pelaku masuk ke dalam kategori kausalitas 

langsung atau tidak langsung. Jika semua pelaku 

mempunyai kontribusi yang sama baik dalam kausalitas 

langsung maupun tidak, maka semua menanggung 

tanggungjawab yang sama. Adapun jika kontribusi 

masing-masing berbeda-beda, maka dihukum sesuai 

dengan kontribusinya.  

b) Sebagian pelaku masuk kategori kausalitas langsung 

dan sebagian kausalitas tidak langsung. Dalam hal ini, 

maka asas dasar yang digunakan untuk menghukumi 

adalah pelaku (kausalitas langsung) diwajibkan lebih 

bertanggungjawab daripada pelaku tidak langsung. 

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah  

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa  

Ketika ada satu persengketan dalam bidang ekonomi syariah 

dan terindikasi adanya ketidakselarasan dengan kontrak yang sudah 
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dibuat maka Peradilan Agama harus bisa menyelesaiakan 

permasalahan ini. Hakim dalam menjalankan tugasnya sudah diberikan 

satu pedoman dalam perundang-undangan no.3 tahun.2006, dalam 

penyelesaian kasus hakim selaku pemutus dari persengketaan sudah 

dianggap cakap dan bisa dalam menyelesaikan persengkatan tersebut. 

Karena hakim dalam pepatah disebutkan adagium ius curia novit.  

Penuntasan dari kasus tersebut disiapkan guna mencari solusi 

untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak 

dengan pihak lain yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan 

prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini untuk menciptakan suatu 

keputusan dan keuntungan hukum bagi kedua pihak yang berperkara.  

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui 

dua cara, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penuntasan 

konflik dalam perkara ekonomi syariah dengan sistem peradilan. 

Sedangkan Nonlitigasi adalah cara sederhana untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam bidang ekonomi syariah tanpa melibatkan pihak 

peradilan atau dalam kata lain diluar bangku hukum. Satu komitmen 

yang selalu di pegang dalam peradilan non litigasi ialah menyelesaikan 

permasalahan dengan cara bermediasi.
27

  

Tentang kesepakatan yang sudah dibentuk harus di jalankan 

baik mengenai beberapa bentuk pemilihan. Apabila kubu yang 
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bersengketa mengajukan laporan dengan instansi kepada majelis 

arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan diserahkan kepada 

lembaga atau majelis arbitrase tersebut. Dan kesepakatan pemilihan 

lembaga arbitrase ini bisa dilakukan sebelum terjadinya sengketa 

(pactum de compromittendo) ataupun setelah terjadinya sengketa (acta 

compromis).
28

 

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Pe enye ele esaian seengke eta eekoenoemi syariah atau peenye ele esaian 

se engke eta meenurut hukum Islam, teerdapat be ebeerapa beentuk pe enye ele esaian 

pe ermasalahan atau seengke eta teerbagi dari beebe erapa cara antara lain 

de engan cara litigasi atau leewat peengadilan, noen litigasi atau luar 

pe engadilan. 

a. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Media 

Litigasi  

Ketika terjadi satu problem dalam bidang ekonomi berbasis 

syariah bisa terlebih dahulu diselesaikan melalui cara sulhu dan 

tahkim. Ketika dua metode tersebut belum bisa menyelesaikan 

permasalahan atau dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan 

permasalahan maka kasus tersebut dibawa keranah peradilan 

agama. Permasalahan ini sudah diatur dalam perundang-undangan 

No. 48 tahun 2009. Dalam perundangan-undangan tersebut sudah 
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diatur terkait asas-asas peradilan yang di tuliskan secara gamblang 

dan tegas. Dalam perundangan-undangan tersebut disebutkan 

bahwasanya ada empat lembaga peradilan di Indonesia.  

Persoalan tentang tugas dari peradilan agama juga diatur 

dalam pasal 49 UUPA. Bisa difahami bahwasanya tugas dari 

peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus serta menyelesaikan 

permasalahan yang sedang ditangani. Jenis-jenis permasalahan 

dalam peradilan agama merupakan seputar permasalahan hukum 

keluarga islam. Penjelasan terkait permasalahan disini ialah 

ekonomi berbasis syariah dimana sistem perekonomian tersebut 

ialah, satu perlakukan dari sistem satu bisnis yang dijalankan 

berdasarkan konsep-konsep syariah. Bentuk-bentuk dari lembaga 

perekonomian yang berasakan syariah ialah diantaranya Bank 

syariah, Asuransi syariah dan lain sebagainya. 
29

 

Tata cara dalam menyelesaikan permasalahan dari kasus 

ekonomi berbasis syariah sudah diatur dalam peraturan Mahkamah 

Agung No. 14 Tahun 2016. Dalam proses penyelesaian konflik 

dalam bidang ini di sesuaikan dengan konsep-konsep syariah serta 

peraturan dari Peradilan Agama. Diatur bahwasanya segala konflik 

yang terjadi dalam urusan bisnis dengan peraturan syariah bisa di 

ajukan terhadap peradilan dengan bentuk gugatan sederhana 

ataupun gugatan peradilan biasa.  
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1) Tata cara penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana  

Sengketa yang terjadi bisa diajukan dengan cara 

mengajukan gugatan baik secara tertulis ataupun lisan. Dalam 

pengajuan tertulis bisa dalam bentuk cetak maupun pendaftaran 

via online. Proses penyelidikan satu konflik ekonomi syariah 

bisa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu penyelidikan pada 

kasus ekonomi syariah yang menurut peraturan peradilan tahun 

2015 nomor dua, bahwasannya nilai gugatannya sebesar Rp. 

200.000.000,- dan terjadi perubahan pada peraturan tahun 2019 

nomor 4 yaitu sebesar Rp. 500.000.000,-. Dari perubahan yang 

terjadi sifat dari gugatan menjadi lebih cepat, sederhana dan 

dengan biaya rendah.
30

  

2) Tata cara penyelesaian dengan gugatan acara biasa  

Untuk menyelesaikan satu permasalahan dalam bidang 

perekonomian terutama yang berbasis syariah cukup hanya 

dengan menggunakan gugatan tipe sederhana. Hal ini bertujuan 

untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan tipe kasus 

sederhana agar dalam prosesnya tidak terlalu rumit. Aturan dari 

penuntasan sengketa dalam bidang ekonomi syariah sudah 

tertera dalam peraturan UU No.3/2006 yang menjadi perubahan 

dari UU terdahulunya. kewenangannya juga diperkuat dengan 
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keputusan dari MK No. 93/PUU-X/2012. Dari sejumlah aturan 

tersebut memberikan arahan bahwasanya satu kasus gugatan 

sederhana bisa diselesaikan di peradilan agama.  

Berikut ialah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh 

penggugat dan tergugat ketika menyelesaikan konflik pada 

pengadilan Agama:
31

  

1) pengajuan penggugatan kepada lembaga peradilan,  

2) kubu-kubu yang bersangkutan akan dipanggil,  

3) sidang kedua pembacaan gugatan, apabila disidang pertama 

gagal mediasi,  

4) proses memberikan alasan sebagai bentuk penjawaban dari 

kubu yang digugat,  

5) mengikuti persidangan berbasis replik serta duplik,  

6) tahap berikutnya ialah pengkroscekan dari data yang dijadikan 

sebagai bukti oleh pihak pengadilan,  

7) perundingan antara majelis hakim,  

8) pengumuman hasil musyawarah sebagai hasil dari keputusan 

persidangan. Kemudian semua pihak yang memiliki keterkaitan 

bisa meminta salinan dari lembar keputusan yang di putuskan 

oleh hakim dalam persidangan. Apabila ada dari salah satu 

pihak yang merasa keberatan, sebaiknya bisa mengajukan 

                                                             
31 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syari‟ah dan Fiqh Muamalah,266-68. 

 



47 
 

 
 

laporan ulang didalam kurun waktu 7 hari, untuk melakukan 

banding.  

b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Metode 

Penyelesaian Nonlitigasi  

Prinsip penyelesaian masalah dengan metode nonlitigasi 

merupakan cara penyelesaian yang tidak melibatkan badan hukum 

atau bisa juga difahami sebagai penyelesaian masalah dengan cara 

perdamaian dan arbitrase. 

1) Metode al-Ṣulḥ (perdamaian) 

Pe enye ele esaian seengke eta meelalui jalan musyawarah dalam 

teerminoeloegi hukum Islam dikeenal deengan istilah al-șulḥ 

(pe erdamaian). Seecara harfiah, al-șulḥ meengandung pe enge ertian 

meemutus pe erteengkaran atau pe erse elisihan. Dalam peenge ertian 

syariat dirumuskan peerse elisihan antara dua pihak yang 

be erlawanan.
32

 

Pe endapat lain meengatakan bahwasannya al-ṣulḥ 

meerupakan cara meeleerai koenflik atau reekoensiliasi. Seedangkan 

se ecara istilah dikatakan seebagai ke ese epakatan dalam meencapai 

pe erdamaian.
33

 Ṣulḥ diartikan seebagai langkah pe enye ele esaian 

se engke eta deengan jalan damai yang di dalamnya me embuat para 

pihak tidak meerasa dirugikan.  
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Ṣulḥ meenjadi soelusi alteernatif yang bisa dilakukan 

kareena apabila dalam meenye ele esaikan se engke eta eekoenoemi syariah 

de engan litigasi (pe engadilan) seeringkali meerugikan salah satu 

pihak. Jeenis ṣulḥ dalam islam antara lain:
34

 

a) Re ekoensiliasi antar neegara yang dike enal de engan koense ep 

hudnah (ge encatan seenjata), beerdasar QS. Al-Anfal: 61.  

b) Re ekoensiliasi antara peemeerintah deengan keeloempoek 

pe embeeroentak, yang dise ebut de engan bughâh (makar), 

be erdasar QS. al-Hujurat: 9.  

c) Re ekoensiliasi antar keeloempoek ke etika te erjadi koenflik 

koemunal.
35

  

d) Re ekoensiliasi suami istri yang be erkoenflik, QS. Al-Nisa: 

128.  

e) Re ekoensiliasi para pihak dalam urusan muamalah.  

Dalam peerdamaian teerdapat dua pihak, yang 

se ebe elumnya te erjadi peerse engke etaan. Ke emudian para pihak 

se epakat untuk saling meeleepaskan se ebagian dari tuntutannya. 

Hal itu dimaksudkan agar peerse engke etaan diantara meere eka dapat 

be erakhir. Dalam Koempilasi Hukum E ekoenoemi Syariah 

dise ebutkan bahwa, peerdamaian dapat dilakukan seendiri oele eh 
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pihak yang be erpeerkara atau oerang yang dikuasakan untuk itu 

se epanjang dise ebutkan dalam surat kuasa.
36

  

Para pihak yang me engadakan peerdamaian dalam syariat 

Islam diistilahkan mușālih, seedangkan pe ersoealan yang 

dipeerse elisihkan diseebut muṣālih „anhu, dan pe erbuatan yang 

dilakukan oeleeh salah satu pihak teerhadap pihak yang lain untuk 

meengakhiri pe ertikaian atau peerteengkaran dinamakan deengan 

mușālih „alayh atau diseebut juga badal al-ṣulḥ.  

Imam al-Tirmizi dalam hal ini meenambahkan, 

(Muamalah) oerang-oerang muslim itu beerdasarkan syarat-syarat 

meere eka. Se edangkan Umar r.a. di dalam suatu peeristiwa pe ernah 

meengungkapkan, toelaklah peermusuhan hingga me ereeka 

be erdamai, kareena peemutusan pe erkara meelalui peengadilan akan 

meenge embangkan ke ede engkian di antara meereeka (yang 

be erse engke eta).  

Se elain beerbagai hal di atas, ṣulḥ meemiliki beebe erapa 

struktur akad kareena ṣulḥ me erupakan beentuk akad pe erdamaian. 

Struktur akad ṣulh diantaranya te erdiri dari „aqidain (para pihak 

yang be erakad), ṣighah (ke ese epakatan atau akad), muṣâlah „anhu 

(oebjeek pe erdamaian), dan muṣâlah „alaih (mateeri peengganti).  
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Se elain teerdapat rukun atau struktur akad ṣulḥ, ṣulḥ juga 

meemiliki keemungkinan be erakhirnya akad. Ke emungkinan 

be erakhirnya akad ṣulḥ antara lain deengan hal seebagai be erikut:
37

 

a) Pe encabutan atau peembatalan dalam peerbuatan damai 

dari salah satu pihak;  

b) Murtad, meelarikan diri, dan meeninggal (Abu Hanifah);  

c) Ke ecacatan yang te erdapat dalam akad ṣulḥ yang te erjadi;  

d) Ke ece elakaan atau keecatatan pada salah satu pihak yang 

dalam peerdamaian.  

2) Me etoedee al-Tạhkim (Arbitrase e)  

Arbitrase e adalah peemutusan suatu peerse engke etaan oeleeh 

se ese eoerang atau beebeerapa oerang yang ditunjuk oele eh pihak-pihak 

yang be erse engke eta di luar hakim atau pe engadilan.
38

 Dalam 

prakteeknya dise ebut juga de engan praktik peerwasitan.  

Dalam urusan muamalah, taḥkim bisa dilakukan antara 

para pihak yang be erse engke eta. Tahkim bisa dilakukan apabila 

ke edua beelah pihak meenye etujui meenye ele esaikan seengke eta deengan 

cara tahkim dan meenunjuk seeoerang hakim atau arbiteer atau bisa 

dise ebut pula wasit yang be erkoempe eteen di bidangnya.
39

 Namun 

ke endala tahkim kurang diminati masyarakat dan sulit teerjadi 

kareena para pihak eenggan meemilih jalur teerse ebut dan eenggan 

                                                             
37

 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, 

281. 
38

 Arus Akbar Silondae, Pokok-pokok Hukum Bisnis, 89. 
39

 Soebekti, Aneka Perjanjian (Bandung: Alumni, 1984), 181. 



51 
 

 
 

duduk be erdamai se erta meemilih peeradilan dalam meenye ele esaikan 

se engke etanya yang te erjadi. 

3) Me etoedee Ke ekuasaan Ke ehakiman (Wilāyāt al-Qadhā‟) 

Dalam sisteem keekuasaan keehakiman pada seebuah 

pe emeerintahan seepanjang dijumpai dalam seejarah Islam 

diteemukan eempat moedeel ke ekuasaan hukum (leembaga pe eneegak 

hukum), yaitu keekuasaan al-qadlā‟ (leembaga pe ene egak hukum), 

ke ekuasaan al-ḥisbah, keekuasaan al-maẓālim, dan al-Maḥkamah 

al-„Ashkariyyah. 

Pada masa Dinasti Umayah, ne egara me emiliki keekuasaan 

ke ehakiman ṇizām al-qadāi se edangkan Dinasti Abbasiyah 

de engan al- ṇizām al-maẓālim yakni le embaga yang be ertugas 

meembe eri peeneerangan dan pe embinaan hukum, meene egakkan 

ke eteertiban hukum, baik di lingkungan pe emeerintahan maupun di 

masyarakat, dan meemutuskan dalam beerbagai pe erkara.  

Baik dalam keedua eera masing-masing dinasti teerse ebut 

sama-sama meemiliki tiga badan peeradilan seebagai pe elaksana 

ke ekuasaan keehakiman teerse ebut, yakni qadhā‟, ḥisbah, dan 

maẓālim. Bahkan pada masa Dinasti Mamluk, teerdapat suatu 

pe elaksana keekuasaan keehakiman dalam be entuk lain, yang 

dise ebut al-maḥkamah al-„ashkariyyah (mahkamah militeer).
40
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Le embaga pe eradilan Islam yang dise ebutkan di atss, 

masing-masing le embaga peeradilan meemiliki keekuasaan 

teerse endiri seebagai ke ekuatan dasar leembaga teerse ebut. Ke ekuasaan 

ke ehakiman dalam hukum Islam antara lain: 

a) Ke ekuasaan al-Qadhā‟ 

Qadhā‟ adalah leembaga yang be ertugas me embeeri 

pe eneerangan dan pe embinaan hukum, meenye eleesaikan peerkara 

se engke eta, peerse elisihan, dan masalah wakaf. Se ecara speesifik, 

meemiliki peenge ertian; leembaga yang be ertugas me emutuskan 

se engke eta antara dua pihak yang be ertikai deengan hukum 

yang te elah diteetapkan oeleeh Allah Swt. de engan be enar dan 

adil tanpa meemihak keepada salah satunya, me eneempatkan 

meere eka sama di hadapan Allah Swt.
41

  

Le embaga ini dirintis sudah seejak masa Rasulullah saw. 

dan diseempurnakan pada masa-masa seesudahnya, te erutama 

Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa keedua Dinasti 

teerse ebut, seetiap peerkara diseeleesaikan meenurut madzhab yang 

dianut oeleeh masyarakat.  

Pe elaksana teertinggi ke ekuasaan qadhā‟ dise ebut Qāḍi al-

qudāh (Hakim Agung), bahkan ia oerang pe ertama yang 

meelantik sultan se eteelah teerpilih, barulah ke emudian diikuti 

oeleeh para amir dan seelanjutnya oele eh rakyat banyak. 
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Me eskipun se ecara poelitis diangkat dan keedudukannya be erada 

di bawah sultan, akan teetapi se ebeenarnya ia adalah 

pe enye eimbang keekuasaan eekse ekutif dan peelaksana keekuasaan 

yudikatif.  

Le embaga pe eradilan itu meenye ele esaikan masalah-masalah 

teerte entu yang me encakup peerkara-pe erkara madaniyāt dan al-

aḥwāl sḥakhṣiyyah (masalah keepe erdataan teermasuk masalah 

hukum keeluarga), masalah jināyāt (pidana), dan tugas 

tambahan lainnya.
42

  

b) Ke ekuasaan Al-Ḥisbah 

al-Ḥisbah adalah salah satu badan peelaksana keekuasaan 

ke ehakiman dalam Islam yang be ertugas untuk meeneegakkan 

ke ebaikan dan meence egah ke ezaliman. Ḥisbah meene egakkan 

ke ebajikan jika teerlihat diabaikan, dan me enceegah ke ebatilan 

yang te erbukti dilakukan seepeerti peengadilan niaga atau 

pe erdagangan.  

Ke ewe enangan leembaga al-ḥisbah ini teertuju ke epada tiga 

hal yakni pe ertama: dakwaan yang teerkait deengan 

ke ecurangan dan peengurangan takaran atau timbangan, 

keedua: dakwaan yang te erkait deengan pe enipuan koemoediti 

dan harga se epe erti peengurangan takaran dan timbangan di 

pasar, meenjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan 
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keetiga: dakwaan yang te erkait deengan pe enundaan 

pe embayaran hutang padahal pihak-pihak yang be erhutang 

mampu meembayarnya.  

Pe ejabat badan ḥisbah diseebut al-Muḥtasib, pe ejabat 

badan hisbah meemuliki tugas meenangani kasus kriminal 

yang pe erlu se ege era dise ele esaikan, meengawasi hukum, 

meengatur ke ete ertiban umum, meenye ele esaikan masalah 

kriminal, meenceegah pe elanggaran hak-hak teetangga, se erta 

meenghukum oerang yang me empe ermainkan hukum syariat.
43

 

Le embaga te erse ebut meerupakan leembaga re esmi milik 

ne egara yang dibe eri ke ewe enangan untuk meenye ele esaikan 

masalah-masalah atau peelanggaran-pe elanggaran ringan 

yang me enurut sifatnya tidak meemeerlukan proese es pe eradilan. 

Pe erkara yang dapat dise ele esaikan misalnya, me enge enai 

pe engurangan takaran atau timbangan di pasar, meenjual 

makanan yang sudah kadaluwarsa, ke endeeraan yang 

meele ebihi kapasitas angkut. 

c) Ke ekuasaan al-Maẓālim 

al-Maẓālim adalah salah satu koempoeneen pe eradilan yang 

be erdiri seendiri dan meerupakan peeradilan untuk meengurusi 

pe enye ele esaian peerkara yang te erjadi antara rakyat dan neegara. 

Se elain itu, juga meenangani kasus-kasus pe enganiayaan yang 
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 Marhamah Saleh, Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, 7-8. 
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dilakukan oele eh peejabat tinggi, bangsawan, hartawan, atau 

kasus ke eluarga sultan teerhadap rakyat biasa.  

Se ecara oepeerasioenal, qādhi maẓālim be ertugas 

meenye ele esaikan peerkara yang tidak dapat diputuskan oeleeh 

qadhā dan muḥtaṣib, namun tugasnya meeninjau keembali 

putusan yang dibuat oele eh dua hakim teerse ebut, atau 

meenye ele esaian peerkara banding se etara de engan pe engadilan 

tinggi yang ke edudukannya le ebih tinggi dari qadhā dan 

muḥtaṣib.
44

  

d) al-Maḥkamah al-„Askariyyah 

Se elain tiga bidang yaitu hisbah, al-qadhā dan al-

mazālim pada peemeerintahan Bani Abbasiyah juga dibe entuk 

pe eradilan militeer (al-Maḥkamah al- „Askariyyah) deengan 

hakimnya adalah qâdhi al-ashkar atau qādhi al-jund. Poesisi 

ini sudah ada seejak Sultan Salâhuddîn Yûsuf ibn Ayyûb. 

Tugasnya adalah meenghadiri pe ersidangan me enyangkut 

teentang anggoeta militeer atau teentara.
45

 

                                                             
44

 Ibid., 9. 
45

 Ibid., 10. 
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BAB III 

SEBAB TERJADINYA PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN 

PERSELISIHAN KELOMPOK TANI SIDO MAJU DI DESA SIDOREJO 

KABUPATEN MADIUN 

A. Profil Kelompok Tani Sidomaju dan Profil Responden 

1. Sejarah Kelompok Tani Sido Maju Madiun 

Ke eloempoek tani meerupakan leembaga milik pe etani yang tumbuh 

dan beerke embang dari, oele eh, dan untuk pe etani. Oeleeh kareena itu dapat 

dikatakan bahwa keeloempoek tani meerupakan be entukan dari seebuah dasar 

ke esamaan keepe entingan, keesamaan koendisi lingkungan, soesial, e ekoenoemi, 

dan sumbeer daya. Ke eloempoek tani yang meenjadi oebje ek peene elitian di 

De esa Sidoere ejoe yakni ke eloempoek tani Sidoemaju, keeloempoek tani ini 

dijadikan oebje ek peene elitian dikareenakan te erdapat seejumlah peetani padi 

se ebagai anggoetanya.  

Ke eloempoek Tani Sidoemaju meerupakan salah satu keeloempoek 

pe enanam padi yang sudah be erdiri seejak 2009 dan disahkan oele eh badan 

hukum se ejak tahun 2012. Seebeelumnya, Ke eloempoek Tani Sidoemaju 

meenanam padi seecara koenve ensioenal. Se eiring de engan be erke embangnya 

siste em peertanian oerganik, te etapi untuk se ekarang masih proese es 

pe enyuluhan padi oerganik pada ke eloempoek tani Sidoemaju Deesa Sidoere ejoe. 

Dikareenakan adanya be ebe erapa faktoer yang me enye ebabkan be elum 

teerlaksananya di masyarakat, salah satunya masih takut gagal jika 

meenggunakan padi oerganik. 
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Teerbe entuknya suatu ke eloempoek teentu tidak te erleepas dari tujuan, 

struktur oerganisasi, beese erta tugas-tugasnya. Ke eloempoek Tani Sidoemaju 

be erdiri deengan be erasaskan goetoeng roeyoeng yang be erlandaskan pancasila, 

yang tujuannya ialah meendayagunakan poeteensi air irigasi yang te erse edia 

di dalam peetak teersieer untuk keese ejahteeraan masyarakat tani.  

Adapun struktur oerganisasi Ke eloempoek Tani Sidoemaju yaitu 

meeliputi keetua, seekre etaris, beendahara, seerta seeksi-se eksi lainnya. Tugas 

pe erkumpulan ini adalah seebagai be erikut: 

a. Me enge eloela air dan jaringan irigasi di dalam peetak teersie er agar 

air irigasi dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oeleeh para 

anggoetanya se ecara teepat guna dan be erhasil guna dalam 

meeme enuhi keebutuhan peertanian di antara se esamee pe etani.  

b. Me elakukan peemeeliharaan jaringan teersie er se ehingga jaringan 

teerse ebut dapat teetap teerjaga keelangsungan fungsinya.  

c. Me ene entukan dan meengatur iuran dari para anggoeta yang be erupa 

uang, hasil jual beeli pupuk kimia, peembagian pupuk kimia 

se esuai ke ebutuhan anggoetanya dan pe eme eliharaan jaringan te ersieer 

se erta usaha-usaha pe enge embangan pe erkumpulan seebagai suatu 

oerganisasi.  

d. Me embimbing dan meengawasi anggoetanya agar meeme enuhi 

se emua peeraturan yang ada hubungannya de engan pe emakaian air 

yang dike eluarkan oele eh peeme erintah pusat maupun daeerah dan 

pe erkumpulan. 
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2. Profil Anggota Kelompok Tani Sido Maju Sidorejo Madiun 

Proefil reespoende en dalam peeneelitian ini me erupakan proefil para 

pe etani yang me enjadi reespoende en. Reespoende en meerupakan anggoeta dari 

Ke eloempoek Tani Sidoemaju yang me embudidayakan padi yang be erjumlah 

52 oerang. Proefil pe etani dalam peene elitian ini meeliputi umur, tingkat 

pe endidikan, lama beerusaha tani, status ke epeemilikan lahan dan luas 

lahan yang dimiliki. 

a. Umur 

Umur sangat be erpe engaruh pada ke emampuan peetani dalam 

meembudidaya usahatani padi. Hal itu dikareenakan keemapuan fisik 

sangat dibutuhkan se elama proese es usahatani padi oerganik. Umur 

anggoeta Ke eloempoek Tani Sri Reejeeki di De esa Sidoemulyoe dapat dilihat 

dalam Tabeel 1 beerikut. 

Tabeel 3.1 Umur Anggoeta Ke eloempoek Tani Sidoemaju di Deesa Sidoereejoe 

Ke ecamatan Ke eboensari Kabupateen Madiun 

 

Umur (Tahun) Jumlah (Orang) Presentase (%) 

32-50 18 36 

52-65 23 40 

≥ 66 11 24 

Jumlah 52 100 

 

Be erdasarkan Tabeel 1, dapat dikeetahui umur pe etani yang masuk 

dalam kateegoeri umur proeduktif dalam usaha padi yaitu 76% atau 41 
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pe etani. Hal itu meengacu pada keeteerangan dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) yang me engatakan bahwa umur proeduktif seese eoerang dalam 

be ekeerja yaitu umur 15-64 tahun se edangkan umur 65 tahun kee atas 

sudah tidak teermasuk dalam usia proeduktif seese eoerang untuk beeke erja 

teerutama untuk keegiatan usaha tani yang ce ende erung meembutuhkan 

teenaga yang le ebih beesar. Usia teere endah pe etani padi yaitu beerusia 32 

tahun seedangkan yang te ertinggi yaitu be erusia 77 tahun.  

Hasil pe ene elitian meenunjukkan seebanyak 76% peetani masih beerusia 

proeduktif, yang artinya masih meemiliki ke emampuan fisik yang cukup 

baik untuk meelakukan keegiatan usaha tani padi. Seemeentara itu, 24% 

pe etani padi sudah tidak beerusia proeduktif. Usia yang tidak proeduktif 

biasanya akan be erkaitan deengan be erkurangnya ke emampuan pe etani 

untuk meengoelah lahannya se endiri seehingga harus meelibatkan oerang 

lain yang pada akhirnya meempeerbe esar biaya teenaga ke erja luar 

ke eluarga.  

b. Tingkat Pe endidikan 

Pe endidikan meerupakan salah satu faktoer yang sangat pe enting dalam 

meene erima dan meeneerapkan inoevasi baru disamping ke emampuan dan 

ke eteerampilan dalam usaha tani. Tingkat peendidikan sangat 

meempe engaruhi peetani dalam beerfikir, se emakin tinggi tingkat 

pe endidikan peetani maka seemakin mudah dalam meene erima dan 

meene erapkan inoevasi baru dalam usaha padi. Tingkat peendidikan 
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anggoeta Ke eloempoek Tani Sidoemaju di Deesa Sidoere ejoe dapat dilihat pada 

Tabeel 2. 

Tabeel 3.2 Tingkat Peendidikan Ke eloempoek Tani Sidoemaju di Deesa 

Sidoere ejoe Ke ecamatan Ke eboensari Kabupate en Madiun 

 

Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Presentase (%) 

SD 18 28 

SMP 19 32 

SMA 11 24 

SARJANA  4 16 

Jumlah  52 100 

 

Be erdasarkan Tabeel 2 di atas, dapat dikeetahui jika seebagian beesar 

pe endidikan teerakhir yang dite empuh oeleeh pe etani yaitu pada tingkat SMP 

yaitu se ebeesar 32% peetani. Hal ini meenunjukkan pada tingkat 

pe endidikan peetani di Ke eloempoek Tani Sidoemaju hampir sangat bagus. 

De emikian, deengan pe endidikan yang sudah teergoeloeng cukup baik, maka 

pe etani seebisa mungkin meelakukan usahatani padi oerganik me elalui beekal 

ilmu yang dipe eroeleeh dari peenyuluhan maupun ilmu yang didapat dari 

ranah infoermasi yang luas dimana saja te erutama dari meedia inteerne et, 

dan juga meencari reelasi yang banyak dari oerang-oerang yang sudah ahli 

dibidangnya. 
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c. Pe engalaman Be erusaha Tani 

Se emakin lama peengalaman beertani maka se ecara tidak langsung 

akan meempe engaruhi poela pikir peetani padi. Pe engalaman beertani yang 

leebih lama maka akan mampu meereencanakan usahatani deengan leebih 

baik kareena sudah me enge etahui se egala aspe ek yang dibutuhkan dalam 

be erusahatani. Soee ekartawi (1995) dalam Eedysoen, dkk (2015) 

meenje elaskan bahwa peengalaman beerusaha tani yang cukup lama 

meenjadikan peetani leebih matang dan leebih beerhati-hati dalam 

meengambil ke eputusan teerhadap usaha tani-nya.  

Be erdasarkan pe eneelitian, dikeetahui bahwa se emua peetani padi oerganik 

meempunyai pe engalaman beertani leebih dari 1 tahun dimulai seejak Tahun 

2012. Pe engalaman beertani yang dapat dikatakan sangat baik, 

meenunjukkan bahwa usahatani padi pada Ke eloempoek Tani Sidoemaju 

bisa leebih dikeembangkan lagi deemi keese ejahteeraan atau keejayaan pe etani 

dalam meembudidaya padi.  

d. Status Ke epe emilikan Lahan 

Status Ke epe emilikan lahan dapat meenunjukkan lahan yang dipakai 

oeleeh pe etani padi meerupakan lahan milik se endiri atau garap. Lahan 

milik seendiri yaitu lahan yang di dapat dari pe embeelian atas nama peetani 

itu se endiri ataupun lahan yang dipe eroeleeh dari warisan oerang tua se ecara 

turun teemurun. Se edangkan lahan garap yaitu lahan milik oerang lain 

yang lahannya digarap oele eh oerang lain dan hasil dari budidaya padi 
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teerse ebut dibagi seesuai keese epakatan beersama antara peemilik lahan dan 

pe enggarap. Status keepe emilikan lahan padi dapat dilihat pada Tabeel 3. 

Tabeel 3.3 Status Ke epe emilikan Lahan Anggoeta Ke eloempoek Tani 

Sidoemaju di Deesa Sidoereejoe Ke ecamatan Ke eboensari Kabupate en Madiun 

 

Status Lahan Jumlah (Orang) Presentase (%) 

Milik Seendiri 36 64 

Garap 3 12 

Milik Seendiri dan 

Garap 

13 24 

Jumlah 52 100 

 

Be erdasarkan Tabeel 3 dapat dikeetahui bahwa mayoeritas pe etani padi 

oerganik di Ke eloempoek Tani Sidoemaju meempeeroele eh lahan meelalui sisteem 

milik seendiri seebe esar 64%. Hal ini bisa dikatakan keeloempoek tani 

Sidoemaju Deesa Sidoere ejoe cukup mampu me emiliki lahan seendiri.  

e. Luas Lahan 

Luas lahan yang digunakan dalam usahatani oerganik akan 

meempe engaruhi jumlah hasil yang akan didapat oeleeh pe etani. Seemakin 

luas lahan yang digunakan pe etani, maka akan seemakin beesar 

ke emungkinan bagi para pe etani untuk meendapatkan hasil proeduksi yang 

leebih be esar. Luas lahan yang digunakan dalam usahatani padi oerganik 

dapat dilihat pada Tabeel 4. 
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Tabeel 3.4 Luas Lahan Anggoeta Ke eloempoek Tani Sidoemaju Ke ecamatan 

Ke eboensari Kabupateen Madiun 

 

Luas Lahan (m
2
) Jumlah (Orang) Presentase (%) 

500 – 1.000 23 38 

1.000 – 2.000 26 46 

≥2.000 3 16 

Jumlah 52 100 

 

Be erdasarkan Tabeel 4 dapat dikeetahui bahwa luas lahan yang paling 

banyak digunakan pe etani dalam usahatani padi yaitu pada kisaran 

1.000-2.000 m
2
 de engan pe erse entasee seebe esar 46%. Rata-rata peenggunaan 

lahan padi adalah 1.500 m
2
 deengan luas lahan teerkeecil 500 m

2
 dan luas 

lahan teerbe esar 6.000 m
2
. Maka dari rata-rata teerse ebut, luas lahan akan 

dikoenve ersikan se ebe esar 1.000 m
2
 untuk meenghitung pe ene erimaan, 

pe endapatan, keeuntungan dan ke elayakan usahatani padi oerganik pada 

Ke eloempoek Tani Sri Reejeeki. 

B. Perselisihan Kelompok Tani Sido Maju di Desa Sidorejo Kabupaten 

Madiun 

1. Sebab Terjadinya Perselisihan Kelompok Tani di Desa Sidorejo 

Pe erse elisihan teerjadi akibat inteerpre etasi teerhadap suatu masalah 

yang be erbe eda diantara pihak peengurus dan anggoeta. Ide entifikasi 

be erbagai faktoer pe enye ebab pe erse elisihan dipe erlukan untuk peertimbangan-

pe ertimbangan dalam meembuat suatu keese epakatan peerjanjian, seehingga 
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se elama peengurusan ke eloempoek tani dapat meengurangi timbulnya 

pe erse elisihan antara pihak yang te erlibat.  

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ipin, sebagai salah 

satu anggota kelompok tani sido maju, menjelaskan:
1
 

“ Adanya kas saham ini sejak tahun 2016, untuk itu 

dilaksanakan yang namanya bagi hasil kas saham. Semua 

sepakat diadakannya kumpulan setiap 1 tahun sekali untuk 

pelaksanaan bagi hasil kas saham. Pada awal tahun masih 

berjalan lancar tidak ada kendala apapun terkait bagi hasil kas 

saham dan para anggota mendapatkan bagi hasil sesuai 

keuntungan yang didapat. Tetapi pada tahun 2020 mulai 

ditemukannya kejanggalan pada saat pembagian hasil kas 

saham, dari mulai pihak anggota hanya menerima sebagian dari 

hasil keuntungan, juga pihak pengurus kurang terbuka terhadap 

bagi hasil, tidak ada penjelasan terperinci lagi setiap 

pertemuan. 

 

Be erdasarkan hasil peeneelitian, keese epakatan bagi hasil ini dipilih 

kareena meembeerikan rasa nyaman dan adil, kareena sudah dari dulu 

meenggunakan siste em hukum adat ke ebiasaan deengan siste em 

ke ese epakatan Bagi Hasil. Me enurut hasil pe eneelitian di lapangan, teerjadi 

pe ermasalahan teerkait bagi hasil kas saham, yaitu teelah meelanggar salah 

satu keese epakatan bagi hasil. Seehingga te erjadinya pe erse elisihan antara 

pe engurus dan anggoeta ke eloempoek tani sidoemaju, deengan alasan yaitu 

adanya sebab-sebab yang me empeengaruhinya. 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Suprat, sebagai salah 

satu pengurus baru kelompok tani sidomaju, menjelaskan, 

                                                             
1 Ipin, Hasil Wawancara, Madiun, 10 Februari 2024. 
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“ Kita sebagai pengurus inti beranggotakan 3 orang, yaitu 

ketua, sekretaris, bendahara, yang bertugas untuk mengurus 

administrasi dan kelancaran kelompok tani sidomaju. Kita juga 

melakukan pembukuan administrasi kas, tetapi kita ini hidup di 

masyarakat yang setiap orang itu sifatnya berbeda-beda pasti 

ada saja yang membutuhkan bantuan secara mendadak. Jadi 

kadang ada yang secara diam-diam meminjam uang kas, untuk 

itu kita sebagai pengurus yang memegang keuangan mau tidak 

mau harus memberikannya. Permasalahannya ada di orang 

yang dipinjami tidak segera mengembalikan sesuai tenggat 

waktu yang sudah disepakati. Sehingga menyebabkan kita 

sebagai pengurus belom bisa memberikan bagi hasil pada saat 

pertemuan anggota mengenai pembukuuan kas kelompok tani 

yang diadakan setiap 1 tahun sekali.”
2
 

 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sugianto, sebagai 

salah satu anggota kelompok tani sidomaju, menjelaskan, 

“ Sebelumnya kita anggota dan pengurus sudah sepakat bahwa 

dilakukan pertemuan setiap 1 tahun sekali mengenai 

pembukuuan kas kelompok tani. Tetapi pada saat pertemuan 

itu pengurus masih kurang jelas memberikan perincian 

ternyata ada kurang kejelasan secara rinci terkait pembukuuan 

kas kelompok tani, jadi bagi hasil pun tidak dilaksanakan 

secara terbuka. Sehingga menyebabkan beberapa anggota tidak 

menerima bagi hasil dari kas kelompok tani tersebut.”
3
 

 

Dari keterangan diatas bahwa sebab-sebab terjadinya 

perselisihan antara pihak pengurus dan pihak anggota adalah: 

a. Pihak pengurus kurang terbuka terhadap rekapan bagi hasil 

kas saham. 

b. Pihak pengurus hanya memberikan sebagian hasil dari 

keuntungan yang seharusnya. 

                                                             
2
 Suprapto, Hasil Wawancara, Madiun, 27 Januari 2024 

3
 Sugianto, Hasil Wawancara, Madiun, 17 Februari 2024 
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c. Pihak pengurus juga kurang memberikan keterangan yang 

jelas terkait pembagian hasil hanya sebagian dari jumlah 

yang semestinya. 

d. Jika ada permasalahan mengenai kas saham pihak pengurus 

tidak melakukan musyawarah bersama dengan pihak 

anggota, sesuai kesepakatan diawal kas saham adalah hak 

bersama. 

Sehingga terjadinya perselisihan antara pihak pengurus dan 

pihak anggota dalam perjanjian ini tidak terlaksana dengan sempurna, 

terjadi perbedaan pendapat dalam memahami isi perjanjian, kemudian 

perjanjian sama sekali tidak dilaksanakan. Apabila dalam organisasi 

yang sudah berbadan hukum melakukan perjanjian/kesepakatan 

bersama, maka antara pihak tersebut telah resmi adanya perikatan, 

karenanya kesepakatan yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak 

tersebut akan mengikat dan menjadi undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. perjanjian yang dibuat tersebut tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

2. Penyelesaian Perselisihan Kelompok Tani Sido Maju di Desa 

Sidorejo Kabupaten Madiun 

Hubungan para pihak dalam meenjalin ke ese epakatan beersama 

teerse ebut diharapkan baik-baik saja, tanpa ada peermasalahan 

didalamnya, dan apabila teerdapat se ebuah peermasalahan maka 

dise eleesaikan deengan cara musyawarah, se elama para pihak masih bisa 
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meenye ele esaikan peermasalahan teerse ebut de engan jalan musyawarah. 

Dalam keese epaktan beersama yang dilakukan oeleeh pihak peengurus dan 

anggoeta ke eloempoek tani sidoe maju teerse ebut dikeetahui teerdapat se ebuah 

pe ermasalahan ataupun seengke eta yang te erjadi dalam prakteeknya, adapun 

pe ermasalahan yang te erjadi dalam keese epakatan beersama teerse ebut yaitu, 

dalam peembagian hasilnya tidak seesuai ke ese epakatan, ada poersi bagi 

hasil untuk anggoeta ke eloempoek tani sidoe maju yang masih manceet di 

pihak peengurus ke eloempoek tani sidoe maju. 

Dalam peembagian bagi hasil teerse ebut se eharusnya dilakukan 

se esuai keese epakatan yaitu pe embagian hasil dilakukan 1 tahun seekali dan 

dilakukan seecara teerbuka dan teerpeerinci deengan je elas agar dapat 

dise erahkan keepada anggoeta ke eloempoek tani sidoe maju. Seesuai deengan 

pe ernyataan yang disampaikan oeleeh Bapak Ipin se elaku anggoeta 

ke eloempoek tani, beeliau meenjeelaskan,  

“ Jadi mbak, pada saat peerte emuan seeharusnya me endapatkan 

bagi hasil kas teerse ebut, teetapi kita tidak meendapatkannya, kaloe 

meemang dapat pun biasanya cumak se eteengah dari hasil 

pe enjumlahan keese eluruhan dan kaloe ditanya aleesannya pun juga 

kurang je elas, beelum ada keeteerangan yang pasti teerkait uang bagi 

hasil itu dikeemanain.”
4
 

Be erdasarkan ke eteerangan yang disampaikan oeleeh para pihak 

Untuk meenye ele esaikan peerse elisihan keeloempoek tani antara peengurus dan 

anggoeta biasanya dise ele esaikan seecara keeke eluargaan saja. Para pihak 

saling me elakukan musyawarah be ersama untuk meencari soelusi guna 

                                                             
4
 Ipin, Hasil Wawancara, Madiun, 10 Februari 2024. 
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meenye ele esaikan peermasalahan teerse ebut. Se esuai deengan pe ernyataan yang 

disampaikan oele eh Bapak Didik seelaku pihak keeloempoek tani, beeliau 

meenje elaskan, 

“ Yaudah mbak, kalau misal ada peermasalahan seepeerti itu 

dise eleesaikan seecara damai, soealnya kan kita hidup 

be ermasyarakat jadi harus bisa maklumi istilah ee harus ada yang 

ngalah, kaloe meemang ga teerima dan ga bisa dibiarin biasanya 

kita meelakukan musyawarah te erkait peergantian peengurus, jadi 

pe enye ele esaiannya masalah ini dilakukan pe embeentukan ulang 

pe engurus ke eloempoek tani sidoe maju, dan untuk masalah ganti 

rugi itu kita se epakat beersama dimaafkan saja biar tidak teerlalu 

panjang pe ermasalahannya.”
5
 

 

Jadi, seesuai yang disampaikan oeleeh narasumbeer teerkait bagi 

hasil ini diseeleesaikan oeleeh ke edua be elahpihak dan tidak ada campur 

tangan oerang lain, jadi diseele esaikan seecara keeke eluargaan, nantinya si 

pe engurus atau yang me elakukan seengke eta teerke ena sangsi soesial dari 

masyarakat, biasanya dicap oerang yang tidak baik dan tidak dipeercaya 

lagi oeleeh masyarakat seekitar. Jadi peenye ele esaiannya hanya de engan 

ke eduabeelah pihak dan beelum ada kasus yang sampai naik kee 

Pe engadilan. 

 

                                                             
5
 Didik, Hasil Wawancara, Madiun 17 Februari 2024. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SEBAB 

TERJADINYA PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

KELOMPOK TANI DI KABUPATEN MADIUN 

A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyebab Terjadinya 

Perselisihan Kelompok Tani Sido Maju Desa Sidorejo Kabupaten 

Madiun 

Bahwa be erdasarkan peembahasan dari data peeneelitian yang te elah 

diuraikan di atas maka dapat dikeetahui bahwa peenye ebab te erjadinya 

se engke eta eekoenoemi syariah pada bagi hasil keeloempoek tani Sidoe Maju di 

De esa Sidoere ejoe yaitu pe ermasalahan yang me elanggar ke ese epakatan beersama.  

Dalam hal ini seesuai deengan pe ernyataan oeleeh Bapak Didik se elaku 

pihak Ke eloempoek Tani Sidoe Maju, beeliau meenje elaskan,  

“ Faktoer te erjadinya pe erse elisihan bagi hasil ini dikareenakan antara 

pe engurus dan anggoeta ada salah satu pihak yang me elanggar 

ke ese epakatan beersama, seehingga munculah tidak seenangnya oele eh 

pihak lainnya. Dise ebabkan oeleeh bagi hasil kas yang se eharusnya 

dise erahkan kee anggoeta atau di umumkan se ecara rinci dan jeelas 

teernyata itu tidak dilaksanakan dan ke etika pihak anggoeta 

meenanyakan bagi hasil kas teerse ebut, pihak peengurus me enghindar, 

meenunda-nunda waktu pe enye erahan bagi hasil kas seerta kurang je elas 

dalam meembeerikan keete erangan teerkait bagi hasil kas teerse ebut. 

Padahal keese epakatan di awal seetiap peerte emuan 1 tahun seekali itu 

harus meenye ertakan hasil peembagian kas se ecara teerpeerinci dan jeelas 

agar bisa diseerahkan keepada pihak anggoeta. walaupun teerkadang 

tidak seemua anggoeta me emintta bagi hasil tapi ada juga yang 

meengambil bagi hasilnya, teergantung ke ebutuhan.”
1
 

 

                                                             
1 Didik, Hasil Wawancara, Madiun 17 Februari 2024. 
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Se ehingga dapat dipahami dari peernyataan di atas bahwa peenye ebab 

teerjadinya pe erse elisihan meerupakan akibat dari melanggar perjanjian kareena 

ke ejadian-ke ejadian teerte entu yang dianggap seebagai akibat ingkar janji. 

Dalam hal ini, telah terjadinya wanprestasi antara pihak pengurus dan 

pihak anggota dalam melaksanakan bagi hasil. Adanya wanprestasi dalam 

suatu akad bisa meenye ebabkan se ese eoerang tidak memenuhi apa yang sudah 

dijanjikannya, sehingga merugikan salah satu pihak. Seebagaimana yang 

teerjadi dalam peene elitian ini, yaitu keetika peengurus ke eloempoek tani Sidoe 

Maju kurang terbuka terkait pembagian hasil dan juga kurang adanya 

kejelasan terkait rekapan kas saham sehingga mengakibatkan anggota 

hanya menerima sebagian dari hasil keuntungan yang seharusnya di dapat 

oleh setiap anggota, tidak seesuai de engan ke ese epakatan di awal. Jadi 

pe erbuatan teerse ebut meenimbulkan wanprestasi teerhadap anggoeta ke eloempoek 

tani Sidoe Maju dan tidak meeme enuhi keewajiban seepe erti apa yang te elah di 

pe erjanjikan maka meenimbulkan adanya wanprestasi (ingkar janji) yaitu 

pihak peengurus tidak dapat meeme enuhi prestasi yang telah ditentukan 

dalam perjanjian. 

Dalam hal ini pihak peengurus dapat dikatakan meelanggar 

perjanjian, kareena pihak peengurus Ke eloempoek Tani Sidoe Maju deengan 

se engaja meelakukan peerbuatan wanprestasi (ingkar janji) keepada pihak 

anggoeta Ke eloempoek Tani Sidoe Maju, dan peengurus tidak meemeenuhi 

ke ewajibannya se epe erti apa yang te elah dipe erjanjikan. Pihak peengurus yang 
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meelakukan wanprestasi (ingkar janji) ini dapat digugat di de epan hakim 

oeleeh pihak yang dirugikan.  

Ke ese epakatan beersama yang dilakukan se ecara lisan itu sudah 

meenjadi hal wajar di lingkungan masyarakat Kabupateen Madiun, meere eka 

meerasa teerlalu beerle ebihan seeandainya suatu keese epakatan itu harus 

dituangkan dalam beentuk teertulis. Maka se ecara oetoematis pihak anggoeta 

cuman bisa pasrah dan diam, kareena me ereeka meerasa sungkan jika mau 

proetees. Apabila meemang sudah tidak bisa diteempuh deengan jalan damai 

atau musyawarah diantaranya. Ke ebanyakan dari meere eka meeneerimanya 

de engan ikhlas dan lapang dada, kareena me ereeka masih beerpeegang pada adat 

masing-masing dae erah yang tidak mau meembawa masalah sampai pada 

urusan ke epoelisian. 

Dalam hal ini se esuai de engan pe ernyataan oele eh Bapak Ipin se elaku 

pihak dari anggoeta Ke eloempoek Tani Sidoe Maju, beeliau meenjeelaskan,  

“ Kaloe ada peermasalahan seepeerti ini ya kita seebagai anggoeta tidak 

bisa beerbuat apa-apa, soealnya kita juga me enye esuaikan adat 

ke ebiasaan di masyarakat yaitu masih keental akan hidup beerteetangga 

saling meenjaga ke eharmoenisan jangan ada yang sampai musuhan 

dise ebabkan oeleeh pe ermasalahan seepe erti ini. Kaloe dibilang rugi 

se ebe enarnya ya rugi cuman kita gatau proese es yang ada di dalam 

pe engurusan administrasi sampai bagi hasil itu ada proeble em atau 

tidaknya, soealnya yaa biasanya me engurus se emua itu juga rumit. 

Jadi kita seebagai anggoeta hanya bisa me emaklumi.”
2
 

 

Dalam peelaksanaan keese epakatan bagi hasil, apabila para pihak 

pe engurus dan anggoeta Ke eloempoek Tani Sidoe Maju te elah se epakat meelakukan 

                                                             
2
 Ipin, Hasil Wawancara, Madiun, 10 Februari 2024. 
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akad bagi hasil, maka para pihak peengurus dan anggoeta Ke eloempoek Tani 

teerse ebut teelah teerjalinnya pe erikatan. Oeleeh kareena itu, seesuatu yang sudah 

meengikat se esuai de engan pe erjanjian keedua be elah pihak, maka tidak boele eh 

adanya wanprestasi (ingkar janji) tanpa adanya se epe enge etahuan ke edua 

be elah pihak. Wanprestasi (ingkar janji) tanpa keese epakatan pihak lainnya 

dapat meenimbulkan peelanggaran perjanjian dan meerugikan ke epeentingan 

pihak lainnya. Oele eh se ebab itu, seekalipun bagi hasil itu yang pe egang dari 

pihak peengurus, namun tidak beerarti pihak peengurus de engan leeluasa 

meenggunakannya tanpa me empeertimbangkan ke epe entingan dari pihak 

anggoeta ke eloempoek tani dan me enggunakannya tanpa izin se emua anggoeta 

ke eloempoek tani. Seehingga pihak anggoeta ke eloempoek tani Sidoe Maju yang 

se eharusnya me empunyai hak atas bagi hasil teerse ebut, namun teernyata be elum 

meendapatkannya. Dise ebabkan oeleeh pihak pe engurus ke eloempoek tani Sidoe 

Maju yang me enyalahgunakan hak untuk keepe entingan pribadi, jadi 

teermasuk meelanggar hak beersama. 

Se esuai deengan pe ernyataan oele eh Bapak Suprat seelaku pihak dari 

pe engurus baru Ke eloempoek Tani Sidoe Maju, be eliau meenjeelaskan, 

“ Se ebe enarnya kita pihak pe engurus juga meelakukan peembukuuan 

bagi hasil seesuai deengan keese epakatan, teetapi dikareenakan ada 

pe ermasalahan seedikit didalam proese es bagi hasil maka kami beeloem 

bisa meembeerikan keepada pihak anggoeta, peermasalahannya ada 

yang me eminjam uang bagi hasil te erse ebut dan teernyata yang 

dipinjami tidak seege era meenge embalikan.”
3
 

 

                                                             
3
 Suprapto, Hasil Wawancara, Madiun, 27 Januari 2024. 
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De engan de emikian, seesuai koendisi yang teelah dipaparkan di atas 

teelah teerjadinya pe erbuatan yang me elanggar prestasi yang biasa diseebut 

de engan istilah wanprestasi (ingkar janji). Adanya wanprestasi (ingkar 

janji) itu dikarenakan adanya pihak pengurus yang lalai dalam melakukan 

perjanjian bagi hasil, sehingga tidak terlaksanakannya kewajiban sesuai 

kesepakatan diawal. Untuk itu dalam prakteek bagi hasil yang 

dijalankannya harus terpenuhinya prestasi perjanjian agar tidak ada pihak 

yang me erasa teertipu dan dirugikan. Se ehingga me enye ebabkan adanya 

pe erse elisihan diantara keedua be elah pihak. De engan fakta tidak dipeenuhinya 

prestasi yang dilakukan oeleeh salah satu pihak tanpa peerse etujuan dari pihak 

lainnya.  

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian 

Perselisihan Kelompok Tani Sido Maju Desa Sidorejo Kabupaten 

Madiun 

Dalam keese epakatan beersama yang dijalin oeleeh pe engurus Ke eloempoek 

Tani Sidoe Maju dan anggoeta Ke eloempoek Tani Sidoe Maju dalam oerganisasi 

Ke eloempoek Tani Sidoe Maju teerse ebut te erdapat seebuah hak dan juga 

ke ewajiban yang dimiliki oeleeh masing-masing pihak dalam meenjalankan 

ke ese epakatan teerse ebut. Hak dan ke ewajiban dalam seebuah peerikatan 

meerupakan suatu pre estasi yang harus dilaksanakan oele eh para pihak yang 

be erse erikat.  

Hak me erupakan seesuatu yang patut untuk dimiliki ataupun 

didapatkan, seedangkan ke ewajiban meerupakan seesuatu yang harus 
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dilakukan. Didalam peelaksanaan hak dan ke ewajiban dalam keerjasama tidak 

meenutup se ebuah keemungkinan adanya se ebuah peerse engke etaan yang te erjadi 

dalam peelaksanaannya. Se epe erti yang te erjadi dalam peerjanjian yang te elah 

dise epakati beersama antara peengurus Ke eloempoek Tani Sidoe Maju dan 

anggoeta Ke eloempoek Tani Sidoe Maju. Dike etahui beerdasarkan keeteerangan 

para pihak teerkait deengan pe erse engke etaan atau peermasalahan yang te erjadi 

dalam peerjanjian teerse ebut se epe erti yang te elah di paparkan dalam bab 

se ebe elumnya, dike etahui yaitu : 

Dalam peembagian hasilnya tidak se esuai ke eseepakatan, ada poersi 

bagi hasil untuk anggoeta Ke eloempoek Tani Sidoe Maju masih manceet di 

pihak peengurus Ke eloempoek Tani Sidoe Maju, ada juga poersi yang be elum 

dibeerikan pada saat peerte emuan 1 tahun se ekali. Dalam keese epakatanya 

se eharusnya pe embagian teerse ebut dilakukan pada saat peerteemuan khusus 

anggoeta aktif yang dilaksanakan 1 tahun se ekali.  

Se elanjutnya teerkait deengan upaya para pihak dalam meenye ele esaikan 

pe erse engke etaan teerse ebut para pihak meelakukan musyawarah. Se esuai deengan 

pe ernyataan yang di be erikan oele eh Bapak Suprat, beeliau meenjeelaskan, 

“ Jadi gini mbak, untuk meenye eleesaikan se etiap peermasalahan itu 

kami meelakukan musyawarah, saling me encari jalan keeluar 

bagaimana jalan teerbaiknya. Yang te erpe enting ada ke eje elasan diantara 

kami, dan kami saling me enyutujuinya. Saya pribadi itu seebe enarnya 

tidak mau ribeet mbak. poekoeknya kalau ada peermasalahan ya kita 

se eleesaikan seecara baik-baik saja, agar tidak teerlalu panjang 

pe ermasalahannya.”
4
 

 

                                                             
4
 Suprapto, Hasil Wawancara, Madiun, 27 Januari 2024. 
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Dari hasil musyawarah yang dilakukan para pihak teerse ebut 

meenghasilkan se ebuah ke ese epakatan baru untuk meenye ele esaikan 

pe erse engke etaan teerse ebut. Pe enye ele esaian se engke eta me elalui jalan damai dalam 

Islam dise ebut deengan istilah ṣulḥ. Koense ep ṣulḥ (peerdamaian) seebagaimana 

yang te erse ebut dalam beerbagai kitab fiqih me erupakan satu doektrin utama 

hukum Islam dalam bidang muamalah untuk me enye ele esaikan suatu 

se engke eta. Pe enye ele esaian seengke eta de engan jalan ṣulḥ meerupakan alteernatif 

yang banyak dilakukan oeleeh pe elaku bisnis untuk meenye ele esaikan seebuah 

se engke eta. Ke etika peerse elisihan atau seengke eta tidak teerhindarkan, maka para 

pihak yang me elakukan akad atau peerjanjian diwajibkan meene empuh upaya 

pe enye ele esaian seecara ṣulḥ (damai), peelaksanaan ṣulḥ dalam seengke eta dapat 

diartikan se ebagai suatu akad untuk meengakhiri pe erlawanan antara dua 

oerang yang saling be erlawanan, atau untuk meengakhiri se engke eta. 

Dari hasil musyawarah yang dilakukan oele eh pihak Ke eloempoek Tani 

Sidoe Maju untuk meenye ele esaikan peerse engke etaan yang te erjadi teerse ebut 

dikeetahui seebagai be erikut :   

Teerkait deengan poersi bagi hasil yang manceet atau tidak dibeerikan 

oeleeh pihak pe engurus Ke eloempoek Tani Sidoe Maju ke epada pihak anggoeta 

Ke eloempoek Tani Sidoe Maju dianggap dikhlaskan saja, artinya tidak 

dipeermasalahkan seecara beerkelanjutan, dan selanjutnya dilakukan 
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rekonsiliasi kepengurusan yang disepakati oleh para pihak Ke eloempoek Tani 

Sidoe Maju.
5
 

Jadi peenye ele esaian seengke eta yang digunakan oeleeh Ke eloempoek Tani 

Sidoe Maju Madiun deengan cara ṣulḥ (peerdamaian), seehingga dari keedua 

be elah pihak yang be erse engke eta dituntut untuk me elakukan peengoerbanan agar 

pe erdamaian diantara meereeka dapat teerwujud, dalam proese es ṣulḥ (damai) 

tidaklah seemata-mata diharapkan salah satu pihak meengalah toetal dan 

meembe erikan keeuntungan pada pihak lainnya. Ke edua beelah pihak meemiliki 

tanggung jawab be ersama untuk meenye ele esaikan seengke eta meereeka se ecara 

damai dan baik. Seepeerti peerse elisihan antara pihak peengurus dan pihak 

anggoeta Ke eloempoek Tani Sidoe Maju Madiun hanya akan diseeleesaikan 

antara keedua be elah pihak saja tanpa ada campur tangan dari pihak lain 

untuk meenye ele esaikan seengke eta. 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Ipin, Hasil Wawancara, Madiun, 10 Februari 2024. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara pengurus dan 

anggota Kelompok Tani Sido Maju adalah adanya wanprestasi 

(ingkar janji). Dimana pihak pengurus dalam pelaksanaan bagi 

hasil tidak di laksanakan secara terbuka, penyerahan bagi hasil  

kepada anggota hanya sebagian dari keuntungan yang seharusnya 

didapat dan kurangnya kejelasan terkait rekapan bagi hasil kas 

saham. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Islam 

terjadinya wanprestasi (ingkar janji) dikarenakan, adanya unsur 

kelalaian atau kesengajaan oleh pihak pengurus sehingga 

mengakibatkan kerugian terhadap pihak anggota kelompok tani 

sido maju. 

2. Bahwa penyelesaian sengketa perselisihan pada Kelompok Tani 

Sido Maju adalah dengan menggunakan metode perdamain (ṣulh) 

yaitu para pihak pengurus dan anggota telah sepakat diselesaikan 

secara kekeluargaan. Dalam kesepakatan antara pihak pengurus 

dan anggota telah dilakukannya rekonsiliasi kepengurusan 

kelompok tani sido maju. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan 

hukum Islam dalam melakukan perdamaian (ṣulh) yang dilakukan 

oleh para pihak sudah terpenuhi. Sehingga terkait penyelesaian 

sengketa dalam perselisihan ini sudah sesuai dengan hukum Islam. 
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B. Saran. 

1. Bagi pihak pe engurus ke eloempoek tani Sidoe Maju se eharusnya bisa 

meelaksanakan tugas de engan tanggung jawab, pe enuh keejujuran, dan 

transparan teerhadap anggoetanya. Se ehingga bisa teercapai peerjanjian 

bagi hasil yang te elah dise epakati beersama de engan lancar. 

2. Bagi pihak anggoeta ke eloempoek tani Sidoe Maju agar leebih teegas dan 

be erani jika meeneemui keejanggalan atau ke ecurangan dalam proese es 

bagi hasil, agar dalam keeloempoek tani Sidoe Maju tidak teerjadinya 

ke erahasiaan salah satu pihak seehingga me erugikan pihak lainnnya.  
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